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PUTUSAN
Nomor 57 lP dt.Gl2022lPN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Negeri Mungkid yang mengadíli perkara perdata, telah

putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sulistiyono, berkedudukan di Dusun Kenatan, RT001iRW

O12, Desa Pucungrejo, Muntilan, Kabupaten

Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan

kuasa kepada FATKHUL MUJÍB, S.H berafamat di

Sucen KidulRT.002 RW.002, Desa Sucen, Kecamatan

Salam, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Jufi 2A22

sebagai Penggugat;

Lawan:

Bupati Magelang cq Kepala Bppkad (Badang Pendapatan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)

Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan

Sukarno-Hatta No 59, Mungkid, Kabupaten Magelang,

Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada

RIFAI RIWANDANA ANJAS,S.H. beralamat d¡

Jl.Kapten Udara Achmad Sarsono, Gang Rambutan

No.06 Wonolelo RT.001 RW.005, Kelurahan Muntilan,

Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang

berdasarkan surat kuasa khusus tangga[ 14 Juli 2022

sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli

2022yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadílan Negeri Mungkid
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8 Juli 2022 dalam Register Nomor ã7lPdt.Gl2OzzlPN Mkd, telah

gugatan sebagaÍ beríkut:

adalah pemilík usaha warung bakso balungan "Pak Granat"

bertempat di Blabak, Mungkid Magelang

di dalam menjalankan usahanya Penggugat sudah mengontingi

berusaha beupa Tanda Dafiar Perusahaan ( TDP ) , Tanda Daftar

Perusahaan Bidang Pariwisata Bidang Usaha Makanan dan Minuman,

Tanda Daftar lndustri , ljin Gangguan / HO ,sebagaimana ketentuan

perundangan yang berlaku.

3. Bahwa usaha warung bakso pak granat mulai di buka dan di rintis di

blabak mungkid sejak tahun 2017 merupakan usaha mandiri dalam

kategori Usaha Kecil Mikro dan Menengeh ( UMKM ) dengan tujuan

untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Penggugat dan keluargan,

karyawan dan masyarakat.

4. Bahwa usaha warung bakso " Pak Granat " yang dilkakukan oleh

Penggugat pada awalnya perkembanganya tidak terlalu baik mengingat

usaha warung bakso adalah merupakan usaha yang banyak dilakukan

oleh banyak orang sehingga persaingan usaha sesama warung bakso

sangatlah ketat, oleh karenanya dalam menjalankan usaha ini dilakukan

dengan kesabaran dan keuletan sehingga mulai pertengahan tahun 2018

usaha warung bakso " Pak Granat " mulai di kenal masyarkat dan mulai

banyak di minati oleh masyarakat, namun perkembangan tersebut tidak

berlangsung lama dan mengalami penurunan yang cukup drastis oleh

adanya pendemi covid 19 di tahun 2A19, Kebijakan2 kebijakan

pemerintah terkatit penerapan PPKM, kekhawatiran masyarakat dan

turunya daya beli masyarakat akibat tersendatnya bahkan terhentinya

kegíatan ekonomi masyarakat sangat memberikan dampak negatif bagÍ

usaha warung bakso " Pak Granat " yaitu berupa penurunan omzet

penjualan .

5. Bahwa dalam situasi pendemi covidl9 Penggugat tetap bertahan dengan

usaha warung bakso " Pak Granat " meskipun itu dirasa sangat berat,

dan harus menyesauikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan

penanggulangan pendemi covidl9 yaitu diberlakukanya PPKM, dan

dalam sítuai tersebut usaha warung bakso tetap di jalankan dengan
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agar kebutuhan ekonomi keluarga dan para karyawanya

nuhi

tahun 2019 ïergugat ( Pemerintah Kabupaten Magelang

BPPKAD) mengunjungi warung untuk melakukan sosialiasi

penggunaan dan pelatihan penggunaan Tapping Box dan hal

disambut baik oleh Penggugat dan mempersilahkan kepada

BPPKAÐ untuk memberikan training penggunaan Tapping Box kepada

para karyawan dan kemudian akan memasang Tapping Box untuk

pelaporan dan penghitungan pajak namun oleh karena adanya pendemi

covíd19 tidak ada tindak lanjut dan tídak ada komuníkasi fagi antara

Penggugat dengan pihak BPPKAD mengenai pemasangan Tappíng Box.

7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2O21 Tergugat kembalí melanjutkan

program pemasangan Tapping Box namun karena kondisi pasca

pendemi covidl9 dan kondisi perekonomian yang belum membaik

Penggugat belum bersedia untuk memasang Tapping Box namun hal ini

tidak pemah d¡ perhatikan oleh Tergugat dan Tergugat tetap

memaksakan pengguganaan Taping Box kepada Penggugat .

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyadari dan tidak keberatan

melakukan pembayaran pajak namun dalam hal penggunaan dan

pemesangan Tapping Box Penggugat keberatan dan belum bisa

menerima penggunaan Tapping Box dengan pertimbangan situasi pasca

pendemi covidl9 dan menurunya daya beli masyarakat dan jika haf ini di

bebankan kepada pembeli otomatis Penggugat harus menaikan harga

jual bakso yang pada akhirnya akan membebaní masyarakat dan akan

mempengaruhí omzet penjualan oleh karena dalam hal ini Penggugat

meminta kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk

sementara penghitungan pajaknya akan di hitung sendiri oleh Penggugat

dan akan di bayarkan dengan mengurangi nilai keuntungan darí setiap

penjualan bakso tanpa membebani pembeli dan hal ini tidak

bertentangan dengan Undang - undang yaitu Pasal 4 ayat ( 2) dan

Pasal 5 Ayat ( 2) Undang - Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2O22

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang pada

pokoknya di dalam pasal 4 Ayat (2) Pajak Restoran adalah merupakan

jenis pajak PBJT, dan kemudian dalam pasal 5 ayat (2) yang pada

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/PúI.G/202APN Mkd

,i\-r

f
C'z
Ê¿
9.



menyatakan bahwa Pajak PBJT merupakan pajak yang di

berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak yang

pelaksanaan tekhnisnya di atur melalui Peraturan Daerah dan

Bupati.

berdasarkan penjelasan dari kepala BPPKAD kabupaten

magelang yang di wajibkan di pasang TapingBox adalah warung / resto

dengan omzet penualan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) I bulan

sementara warung bakso pak Granat baru saja kembali memulai usaha

pasca pendemi covid jika díhitung omzet penjualan masíh di bawah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan oleh karenanya alasan

penolakan pemasangan Tapping Box oleh pemilík warung bakso " Pak

Granat " adalah memiliki dasar.

10.Bahwa di dalam kenyataanya Tergugat tetap memaksakan kepada

Penggugat untuk tetap memasang Tapping Box tanpa

mempertimbangkan keberatan dari Penggugat dan justru Tergugat

memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat

sebanyak 3 kafi dan kemudian melakukan penutupan warung bakso milik

Penggugat.

11.Bahwa Tergugat pada tanggal 19 Februari melakukan penutupan

sementara terhadap werung bakso milik Penggugat dan penutupan

tersebut di publikasikan dengan sangat massif di media pemberitaan

cetak maupun onfine dengan narasi - narasi yang sangat menyudutkan ,

bahkan di viralkan melalui media sosial , terkait dengan pemberitaan di

media cetak dan online Penggugat tidak merasa keberatan namun yang

menjadikan Penggugat merasa keberatan adalah penutupan tersebut di

di buat konten dalam media sosial " lnstagram " hal ini adalah

merupakan tindakan yang menyalahi prinsip kepatutan sehingga dengan

demikian Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum.

1Z.Bahwa Penggugat merasa telah diperlakukan tidak adil oleh Tergugat

tekait kebijakan pemasangan Topping Box karena pada kenyataanya

masih banyak resto- resto maupun warung2 yang tidak di pasang

Topping Box namun tetap di biarkan membuka resto maupun warung di

tidak dilakukan tindakan seperti yang dilakukan terhadap Penggugat, hal

ini sangat mencÍderai rasa keadilan pada diri Penggugat dan Penggugat
Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd



Tergugat bertindak subjektif di dalam melakukan penegakan

dan Penggugat di jadikan target untuk tujuan- tujuan tertentu,

tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya yaitu

pemberlakuan penerapan Taping box kepada warung

resto lainya dan melakukan penindakan yang sama dengan apa

du lakukan terhadap warung bakso mílik Penggugat, Tergugat telah

mengabaikan prinsip keadÍlan (equíty) yaitu prinsip pajak yang

memperlakukan semua Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama

sehingga apa yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum.

13.Bahwa penindakan terhadap warung bakso milik Penggugat hanyalah

merupakan upaya pencintraan oleh Tergugat dilakukan dengan

memberitakan hal tersebut melalui media - media se€ra massif agar

masyarakat atapun pihak lain melihat bahwa Tergugat telah

melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor I Tahun 2018 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah padahal pada kenyataanya hingga saat

ini masih terdapat warung maupun resto yang tidak di bebani untuk

memasang taping box.

14.Bahwa apa yang telah di lakukan Tergugat atas diri Penggugat telah

mengakibatkan kerugian pada díri Penggugat baík itu secara materiel dan

ímatericl sehingga epe yang dí lakukan oleh Penggugat adalah

merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam

Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

kerugian tersebut."

15.Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian

lmateriel yaitu terciderainya rasa keadilan dalam díri Penggugat,Turunya

harga diri Pengguat akibat dari narasi * narasi pemberitaan yang

bersumber dari Tergugat yang menyudutkan Penggugat, di lecehkanya

harga diri dengan memuat kegiatan penutupan warung bakso di buat

konten media sosial" lnstagram"

16.Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian

materiel berupa berhentinya usaha warung bakso milik Penggugat

sehingga Penggugat kehilangan hak untuk mencari mata pencaharian.
Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd



oleh karena Penggugat mengalami kerugian maka Penggugat

ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (

Rupiah ).

oleh karena Perbuatan ïergugat adalah merupakan Perbuatan

n Hukum maka Penggugat mengajukan gugatan íni.

19.Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dilakukan di wílayah Kabupaten

Magelang maka gugatan inidiajukan melalui Pengadilan Negri Mungkid.

Demikian dalil - dalil gugatan kamí sampaíkan , mohon selanjutnya kepada

Ketua Pengadilan Negri Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa pekara ini

untuk memeriksa dan memutuskan dengan putusan :

Primair

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

sebesar Rp 5.000.000.000_ ( Lima Milyard Rupiah ).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya baik secara fisik

maupun secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian

diantara para pihak melalui medíasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit

lndriyatno, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai

Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus

2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan

Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;
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Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan eksepsiijawaban sebagai

terhadap gugatan yang pada pokoknya menerangkan

EKSEPSI

O DECLINATOIR / INCOMPETENCY

Declanatoir berdasarkan Pasal 134 HIR berbunyi "Jika

itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang

Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan

perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan

hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak bewenang."

2. Exceptio Declanatoir berdasarkan Pasal 132 Rv berbunyi "dalam hakim

tídak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak

diajukan tangkisan tentang ketidalçuenangannya, karena jabatannya

wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

3. Pasal 2 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2OO2

Tentang Pengadilan Pajak berbunyi "Pengadilan Pajak adalah badan

peradilan yang melakÐanakan kekuasa.an kehakima.n þagi Wajiþ Pajak

atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa

Pajak." Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus dalam

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 2 UU 1412002 berbunyi "Pajak adalah semua jenis Pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai,

dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku-" Pengadilan Pajak

berwenang untuk mengadíli Sengketa Pajak Pusat dan Sengketa Pajak

Daerah. Pasal 1 angka 5 UU l4l2022berbunyi"Sengketa Pajak adalah

sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan

kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan

berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

4. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah berbunyi "Pajak Ðaerah yang selanjutnya disebut
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adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

Pasal 187 huruf b UU 112022 berbunyi "Pada saat Undang-

ini mulai berlaku, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang

disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling \ama 2

(dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang

ini."

5. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55

Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah berbunyi "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal I
angka 13 PP 5512016 berbunyi "Pemungutan adalah suatu rangkaian

kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;' Pasal 1

angka 14 PP 55120rc berbunyi "Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,

yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak,

objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Daerah;' Pasal 3 ayat (4) huruf b PP 55/2016 berbunyí "Jenis Pajak

kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh

Wajib Pajak terdiri atas: b.Pajak Restoran." Pasal 9 ayat (1) PP 55t2016

berbunyí "Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar

sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf a sampai dengan

huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar

pengenaan Pajak." Pasal 9 ayat (3) huruf d PP 5512016 berbunyi " Dasar

Pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan
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oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dan ayat ff): d. jumlah pembayaran yang diterima atau yang

diterima restoran untuk Pajak Restoran."

angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13

2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi -'Pajak Daerah yang

dísebut Pajak adalah kontribusi wajíb kepada Daerah yang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besamya kemakmuran ral<yat." Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi

"Dalam hal tejadi sengketa pajak, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada bagian

Mengingat angka 7 menyebutkan Undang-Undang Republik lndonesia

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sengketa dibidang

perpajakan diselesaikan di Pengadilan Pajak bukan di Pengadilan

Negeri.

7. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2O'12

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah berbunyi

"Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi waiib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan seæra langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat." Pasal 1 angka 30

Perbup 44t2O12 berbunyi "Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan paiak kepada

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya." Pasal 12 ayat (1)

Perbup Magelang 4412012 Bagaian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pajak berbunyi "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah diserahkan

dan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKAD;' Pasal 13 ayat (2)

Perbup Magelang 4412012 Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

berbunyi "Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Waiib

Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpaiakan." Pasal
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a ) huruf b Perbup Magelang 44/2A12 berbunyi "Jenis Pajak

sendiri oleh Wajib Pajak adalah b.Pajak Restoran." Pasal

Perbup Magelang 4412012 berbunyi "Wajib Pajak untuk jenis

dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) setelah melakukan

harus melaporkan kewajiban pajaknya dengan SPTPD."

16 ayat (4) Perbup Magelang 4412012 "SPTPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya." Pada bagian

Mengingat angka 4 menyebutkan Undang-Undang Republik lndonesÍa

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sengketa dibidang

perpajakan díselesaikan di Pengadilan Pajak bukan di Pengadilan

Negeri.

B. Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018

Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah

berbunyi berbunyi "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

kepeduan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal 1

angka 11 Perbup Magelang 812018 berbunyi "Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

haña dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah;' Pasal 1 angka 12 Perbup Magelang 812018

berbunyi "Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang

selanjutnya disebut e-SPIPD adalah fasilitas yang disediakan oleh

Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh

Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, obJek pajak danlatau bukan objek pajak, dan/atau hafta dan

kewajiban sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah." Pasal 1 angka 13 Perbup Magelang 812018
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"Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang

diteríma darí subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan

pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman

restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara

parkir." Pasal 1 angka 14 Perbup Magelang 812018 berbunyi

lnformasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Srsfem lnformasi

Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara

Iangsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha

dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimilikiWajib

Pajak." Pasal 1 angak 15 Perbup Magelang 812018 berbunyi "Data

Transaksí Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi

yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Ðaerah yang menjadi Ðasar

Pengenaan Pajak yang ditakukan oleh Wajib Pajak " Pasal 14 huruf a, e

dan f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018

Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah berbunyi "Wajib Pajak dilarang :

a. Merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam transaksi

usaha wajib pajak yang telah terpasang, e. Menolak untuk dilakukan

pemasangan alat srrsfem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau

f. Secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data." Pasal 158

Perbup Magefang 44l2O21berbunyi "Setiap Wajib Pajak yang melanggar

ketentuanPasal 11 ayat(2)danPasal 14huruf b,huruf c,huruf d,huruf

e, dan huruf f harus membuat surat pemyataan bersedia dan sanggup

menaati dan mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf

b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f." Pasal 15C ayat (1) Perbup

Magelang 4412021 berbunyi "Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan

surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dalam

jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani

dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran teñulis; b.pemasangan

tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak; c.penutupan

sementara tempat usaha; d.pencabutan izin usaha; e. Penutupan

permanen tempat usaha." Penerapan Sistem lnformasi Perpajakan dan

Pemberian Sanksi Pelanggaran Sistem lnformasi Perpajakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yângmana

tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dengan pemungutan pajak

daerah dan perhitungan pajak daerah serta pelanggaran pembayaran
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pelaporan pajak daerah yang tidak sebenamya merupakan

dibidang perpajakan diselesaikan dí Pengadílan Pajak bukan

n Negeri. Pemberían Sanksi díbidang perpajakan

peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan bukan

Perbuatan Melawan Hukum; Keputusan Sanksi dibidang

dapat diajukan keberatan, banding administrasi dan/atau

gugatan di Pengadilan Pajak.

9. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi "Wajib Pajak yang dengan

sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar

atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tídak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pídana denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."

Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor I
Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah dapat diduga tindak

pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

l0.PENGGUGAT mendalihkan Gugatan atas dasar PERBUATAN

MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT padahal yang

diungkapkan dan dijadikan dalih oleh PENGGUGAT mengenai "Sistem

lnformasi Pajak Daerah', "Tapping Box", "Pajak Restoran", "Perhitungan

Pajak Restoran", "Tanf Palak Restoran", "Sanksi Tidak Taat Pajak

Restoran" dan "Keputusan Pemberian Sanksi Sistem lnformasi Pajak

Daerah dan Sanksi Tidak Taat Pajak Restoran" dalam pandangan kami

hal tersebut yang mengindikasikan Sengketa dibidang Perpajakan bukan

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya

Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengâdil¡, yang

berwenang mengadili adalah Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 2

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang

Pengadílan Pajak berbunyi "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
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GGUGAT mendal¡hkan Gugatan atas dasar PERBUATAN

AN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT padahal yang

dan dijadikan dalíh/dasar oleh PENGGUGAT mengenai

mengikat penggunaan Tapping Box yang díatur pada Pasal

(1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupatí Magelang Nomor I
2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah terhadap Pasal 4

ayat (2) huruf c UU 112022 berbunyi c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa

Tertentu) Pasal 5 ayat (2) UU 112022 berbunyi "Jenis Pajak

sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan

huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g

merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri

oleh Wajib Pa1ak." dalam pandangan kami hal tersebut justru

mengindikasikan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum

oleh karenanya Pengadilan Negeri Mungkid tidak benÂ/enang mengadili,

yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung sesuai dengan

Pasal 20 ayal (2) huruf b Undang Undang Repubtik lndonesia Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Mahkamah

Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang; "

B. DALAMPOKOKPERKARA

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti Gugatan yang diajukan

PENGGUGAT, dengan ini TERGUGAT secara tegas menolak seluruh

dalil-dalil dari PENGGUGAT dafam Surat Gugatannya, kecuali yang

secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

2. Bahwa ïERGUGAT memohon agar segala yang telah disampaikan oleh

TERGUGAT dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian

yang t¡dak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa terhadap Posita 1, BENAR PENGGUGAT adalah pemílik usaha

Warung Bakso Balungan "Pak Granaf'yang berlokasi di Blabak, Mungkid

Magelang.

- Faktanya PENGGUGAT adalah Wajib Pajak Daerah dçnga-n Nçmor

PokokWajib Pajak Daerah : P.2.0019915.10.01. sejak 14Mei2014,
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PENGGUGAT selaku Wajib Pajak Daerah atau

Pajak Daerah atas 3 (tiga) Warung Bakso Balungan

di Kabupaten Magelang yaitu berlokasidi :

Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid,

Magelang, Jawa Tengah

Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec.

Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak

1e8e)

3) Jl.Raya Kaliangkrik, Krajan Desa Maduretno, Kecamatan

Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

4. Bahwa terhadap Posita 2, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

yang menyatakan dalam menjalankan usahanya (Warung Bakso

Balungan "Pak Granaf berlokasi di Blabak, Mungkid Magelang) sudah

mengantongi ijin berusaha berupa Tanda Ðaftar Perusahaan (TDP),

Tanda Daftar Perusahaan Bidang Pariwisata Bidang Usaha Makanan

dan Minuman, Tandaftar lndustri, ljin Gangguan /HO, sebagaimana

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Faktanya Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' berlokasí di Blabak,

Mungkid Magelang milik PENGGUGAT tidak mengantongi Nomor

lnduk Berusaha, lzin Usaha dan lzin Komersial/Operasional.

' Faktanya Tanda Ðafrar Perusahaan (TDP) berdasarkan UU 3/1982

Tentang Wajib Daftar Perusahaan sejak tahun 2018 diatur dalam

Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor

24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik berbunyi "Tanda Daftar Perusahaan yang

selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang

diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah

melakukan Pendaftaran " Pasal 26 huruf aPP 2412018 berbuny¡ "N/B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai: TDP

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di

bidang tanda daftar perusahaan;' Pasal 176 ayat (1) dan (4)

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha berbunyi "(1) NIB wajib

dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha. (4) NIB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti
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Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Makanan

berdasarkan Pasal22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat

(2) huruf e. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor g

2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan

Pasal 104 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia

Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perízinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik yang berbunyi "Pelaku Usaha yang telah

mendapatkan lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional

sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan lzin

Usaha dan/atau lzin Komersial atau Operasional yang baru untuk

pengembangan Ltsaha, diatur ketentuan sebagai berikut: a. pengajuan

dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha

dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui

srsfem OSS dengan melengkapi data, Komitmen, dan/atau

pemenuhan Komitmen sesual dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah ini; b. lzin Usaha dan/atau lzin Komersial atau

Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang

usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sr'sfem

OSS; c. Pelaku Usaha diberikan N/B sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah ini." Dengan demikian Tanda Daftar Usaha

Pariwisata haruslah diperoleh melalui sistem OSS dengan

mendapatkan NIB dan pemenuhan komitmen.

Faktanya Tanda Daftar lndustri sejak adanya Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 64/M-lNDiPer 712O16 Tentang Besaran Jumlah

Tenaga Kerja dan Nilai lnvestasi Untuk Klasifikasi Usaha lndustri dan

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang lzin Usaha

lndustri serta Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24

Tahun 2A18 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Efektronik yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Republik

lndonesia Nomor 5 Tahun 2O21 Pelayanan Perízinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik sehingga Tanda Daftar lndustri sudah

tidak berlaku lagi, diganti dengan NlB, pemenuhan komitmen dan lzin

Usaha lndustri.
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ljin Gangguan / HO (Hinder Ordonantie) sudah tidak berlaku

asarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublÍk lndonesia

19 Tahun 2O17 Tentang Pencabutan Peraturan Menterí Dalam

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan lzin

di Daerah Sebagaímana Telah Díubah Dengan Peraturan

Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2A16

entang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan díDaerah.

5. Bahwa terhadap Posita 3, BENAR pernyataan PENGGUGAT yang

menyatakan mulai buka dan merintís usaha Warung Bakso Balungan

"Pak Granat" berlokasi di Blabak Magelang sejak tahun 2A17 merupakan

usaha mandiri dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi bagi PENGGUGAT dan

keluarganya, karyawan dan masyarakat.

- Faktanya PENGGUGAT memiliki 3 (tiga) Warung Bakso Balungan

"Pak Granat" di Kabupaten Magelang yaitu berlokasi di :

1) Jl. Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2) Jl- Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec.

Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak

1e89)

3) Jl.Raya Kaliangkrik, Krajan Desa Maduretno, Kecamatan

Kalíangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

- Faktanya PENGGUGAT juga memiliki 1 (satu) Warung Bakso

Balungan "Pak Granaf di Kota Magelang, 1 (satu) Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" di Kabupaten Jepara, 2 (dua) Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" di Kabupaten Sleman, 2 (dua) Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" di Kota Yogyakarta, 4 (empat) Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" di Kota Tangerang.

Faktanya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang berbunyi "Kriteria

modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a.Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak

Rp1.000.000-000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha, b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih
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1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah

nan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memílikí modal

lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai

pafing banyak Rp.10-000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah)

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Bahwa terhadap Posita 4 dan 5, PENGGUGAT menyatakan usaha

Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' yang dilakukan oleh

PENGGUGAT pada awalnya perkembangannya tidak terfalu baik

mengingat usaha warung bakso adalah merupakan usaha yang banyak

dilakukan oleh banyak orang sehingga persaingan usaha sesama warung

bakso sangatlah ketat, oleh karenanya dalam menjalankan usaha ini

dilakukan dengan kesabaran dan keufetan sehingga mulai pertengahan

tahun 2018 usaha warung bakso balungan "Pak Granat" mulai dÍkenal

masyarakat dan mulai banyak diminati oleh masyarakat, namun

perkembangannya tidak berlangsung lama dan mengalami penurunan

yang cukup drastis oleh adanya pandemi covid-19 ditahun 2019,

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah terkait penerapan PPKM, kekhawatiran

masyarakat dan turunya daya beli masyarakat akibat tersendatnya

bahkan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat sangat memberikan

dampak negatif bagi usaha warung bakso balungan "Pak Granat" yaitu

berupa penurunan omzet. Dalam situasi pandemi covidl9 PENGGUGAT

tetap bertahan dengan usaha Warung Bakso Balungan "Pak Granat"

meskipun itu dirasa sangat berat dan harus menyesuaikan dengan

kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan pandemi covidl9

yaitu diberlakukannya PPKM, dan dalam situasi tersebut usaha Warung

Bakso Balungan "Pak Granat" tetap dijalankan dengan pertimbangan

agar kebutuhan ekonomi keluarga dan para karyawannya dapat

terpenuhi. TIDAK SEMUANYA BENAR (SEBAGIAN BENAR,

SEBAGIAN TIDAK BENAR), Kami menanggapisebagai berikut:

- Faktanya setiap pengusaha mengetahui bahwa resiko melakukan

usaha yaitu untung atau rugi; berkembang atau stagnan atau

penurunan; naik turun usaha merupakan hal biasa yang tidak dapat

dijadikan sebagai alasan, tidak terkecuali PENGGUGAT sebagai

seorang pengusaha.
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Pengusaha tidaklah dibenarkan melakukan penghindaran

dengan menggunakan karyawan sebagai tameng atau alasan,

Pajak adalah perikatan yang lahir dari undang-undang

Perjanjian Kerja adalah perikatan yang lahír dari

ian, dimana Pajak lebih diprioritaskan.

PENGGUGAT telah memifikí usaha Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" berlokasi di Jl. Magelang - Purworejo,

Brengkel Satu, Salaman, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa

Tengah (berdiri sejak 1989) sehingga Warung Bakso Balungan "Pak

Granat" yang berlokasi di Blabak Mungkid-Magelang merupakan

Scale Up (peningkatan usaha) pada tahapan duplikasi usaha, bukan

merupakan usaha yang pertama kali.

Faktanya Warung Bakso PENGGUGAT memiliki diferensiasi produk

yaitu Warung Bakso Balungan sehingga tidak dapat dipersamakan

dengan Warung Bakso biasa; Warung Bakso PENGGUGAT memiliki

Merk/Brand yaitu Warung Bakso Balungan "Pak Granaf yang tidak

dapat dípersamakan dengan Warung Bakso biasa; Warung Bakso

PENGGUGAT memiliki segmentasi pasar tersendiri yang berbeda

dengan Warung Bakso biasa, sehingga Warung Bakso PENGGUGAT

unggul dalam persaíngan dengan Warung Bakso biasa, secara nyata

dapat melakukan duplikasi dengan total terdapat 13 (tiga belas)

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" yang tersebar di berbagai

Kota/Kabupaten di Pulau Jawa.

Faktanya pandemi Covid-19 bukan ditahun 2019 tetapi di lndonesia

mulai sekítar Maret-April tahun 2A2O, keb$akan Pemerintah terkait

penerapan PPKM dan Protokol Kesehatan adalah wajib ditaati

berdasarkan asas "Sa/us Populi Suprema Lex Esto' yang artinya

Keselamatan Rakyat Merupakan H ukum Tertinggi.

Faktanya dampak pandemi Covid-19 tidak hanya diafami oleh

PENGGUGAT namun dialami hampir semua pelaku usaha sehingga

tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai suatu alasan oleh

PENGGUGAT.

Faktanya berdasarkan Pasal g, Pasal 10 ayat (1) dan(2), Pasal 11

ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 bahwa Pajak Restoran
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dengan cara lOTo (sepuluh persen) x DDP (Dasar Penenaan

Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang

diterima restoran. Faktanya Pajak Restoran dikategorikan

langsung yaitu pajak yang beban pemungutannya bisa

kepada píhak lain. Faktanya Pajak Restoran sifatnya

, maka siapa pun yang mendapatkan manfaat atas objek itu

maka orang itu yang membayar pajak. Secara sederhana Pajak

Restoran dipungut oleh Pengusaha Restoran dari Konsumen,

Pembayar Pajaknya adalah Konsumen, Pengusaha Restoran

berkewajiban untuk Menghitung, Menyetor dan Melapor Pajak

Restoran tersebut. Penurunan Omset Penjualan Warung Bakso "Pak

Granat" sec€¡ra proporsional juga akan berakibat penurunan pajak

restoran.

7. Bahwa terhadap Posita 6 dan 7, PENGGUGAT menyatakan pada tahun

2019 TERGUGAT (Pemerintah Kabupaten Magelang melalui BPPKAD)

mengunjungiwarung untuk melakukan sosialisai perihal penggunaan dan

pelatihan penggunaan Tappíng Box dan hal tersebut disambut baik oleh

PENGGUGAT dan mempersilahkan kepada BPPKAD untuk memberikan

training penggunaan Tapping Box kepada para karyawan dan kemudian

akan memasang Tapping Box untuk pelaporan dan perhitungan pajak

namun oleh karena adanya pandemi covidl9 tidak ada tindak lanjut dan

tidak ada komunikasi lagi antara PENGGUGAT dengan Pihak BPPKAD

mengenai pemasangan Tapping Box. Pada akhir bulan Desember 2021

TERGUGAT kembali melanjutkan program pemasangan Tapping Box

namun karena kondisipasca pandemicovidl9 dan kondisi perekonomian

yang belum membaik PENGGGUGAT belum bersedia untuk memasang

Tapping Box namun hal ini tidak pernah diperhatikan oleh TERGUGAT

dan TERGUGAT tetap memaksakan penggunaan Tapping Box kepada

PENGGUGAT. TIDAK SEMUANYA BENAR (SEBAGIAN BENAR,

SEBAGIAN TIDAK BENAR), Kami menanggapisebagai berikut:

TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan

TERGUGAT melakukan sosialisasi hanya dengan mengunjungi

Warung Bakso balungan "Pak Granat' pada tahun 2019, Faktanya

TERGUGAT melakukan Sosialisasi Pemasangan Tapping Box pada

Cash RegÍster Wajíb Pajak yang dilakukan pada harí Kamis tanggal

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/202?lPN Mkd



2019 bertempat diAlovera Meeting Room Hotel Grand

BENAR pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan karena

i covid-19 tidak ada tindaklanjut pemasangan Tapping Box

RGUGAT pada akhir Desember 2A21 kembali melanjutkan

ram pemasangan Tapping Box, Faktanya TERGUGAT

melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak Potensial

Prioritas (WPPP) secara bertahap, Pemasangan Tahap I Tapping

Box yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 2

April202O yang juga dilakukan kepada PENGGGUGAT.

Faktanya PENGGUGAT tidak mengaktifkan Tapping Box yang telah

dipasang, sehingga TERGUGAT menindaklanjuti hasil pantauan dan

Perintah Komisi Pemerantasan Korupsi Republik lndonesia pada hari

Jumat tanggal 23 Oktober 2A20 kepada PENGGUGAT/Pengelola

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" melalui sambungan telepon

meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan Tapping

Box yang telah terpasang. Guna kelancaran pengaktifan Tapping Box

TERGUGAT akan menugaskan personel BPPKAD dan tim teknis

untuk menginformasikan serta memandu operator/kasir dalam

mengopersikan Tapping Box.

Faktanya TERGUGAT mengaktif,<an Tapping Box yang dipasang di

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang milik PENGGUGAT pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober

2020 terekam pada sistem bahwa Pajak Restoran yang harus dibayar

senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan

puluh empat rupiah).

Faktanya PENGGUGAT pada hari Minggu tanggaf 25 Oktober 2020

melepas Tapping Box yang telah dipasang d¡ Warung Bakso

Balungan "Pak Granat' berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang yang

kemudian disimpan di almari.

Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran kepada

PENGGUGAT pada hari Senin tanggaf 26 Oktober 2020, meminta

kepada PENGGUGAT untuk memasang kembali dan mengaktifkan

serta menginput setíap transaksí ke ïappíng Box, TERGUGAT juga

menyampaikan apabila PENGGUGAT tidak segera memasang dan
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sertia menginput transaksi ke Tapping Box akan

sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

PENGGUGAT tidak melaksanakan Surat Teguran

dan justru menyampaikan Surat Pernyataan pada hari

26 Oktober 2020 yang isínya menyatakan untuk

Tidat</Belum bisa menggunakan Tapping Box dikarenakan

alasan. Bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari

Wajib Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat

memaksa, bahwa Pajak Daerah haruslah dihitung, disetor dan dilapor

oleh Wajib Pajak Daerah berdasarkan kondisi atau transaksi

sebenarnya dan Pajak Daerah dilarang dibayar secara borongan, oleh

karenanya TERGUGAT tidak dapat mepertimbangkan danlatau

menerima Surat Pemyataan PENGGUGAT.

Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran Kedua kepada

PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 13 November 2O2O, meminta

kepada PENGGUGAT untuk memasang kernbali dan mengaktifkan

serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box, TERGUGAT juga

menyampaikan apabila PENGGUGAT tidak segera memasang dan

mengaktiftan serta menginput transaksi ke Tapping Box akan

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktanya PENGGUGAT tidak melaksanakan Surat Teguran Kedua

TERGUGAT dan justru pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2421

PENGGUGAT melalui HELMI FIRMANSYAH selaku Pengelola

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang membuat Surat Pemyataan yang ísinya akan

mengembalikan perangkat Tapping Box dan menyampaikan Surat

yang isinya Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di

Blabak, Mungkid-Magelang belum mengenakan pajak restoran l0%

(sepuluh persen) kepada pembeli dan menyampaikan kesanggupan

membayar pajak restoran rentang Rp. 1,200.000,- sd Rp.1.600.000,-

per bulan melihat kondisí pasar. Surat dan Surat Pernyataan diterima

tanggal 9 Desember 2O21. Bahwa Pajak Daerah adafah kontríbusi

wajib dari Wajib Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah yang

bersifat memaksa, bahwa Pajak Daerah haruslah díhítung, disetor dan

dilapor oleh Wajib Pajak Daerah berdasarkan kondisi atau transaksi

sebenarnya, Pajak Daerah dilarang dibayar secara borongan, dan
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TERGUGAT bukanlah pengembalian perangkat Tapping Box

pajak PENGGUGAT oleh karenanya TERGUGAT

mepertimbangkan dan/atau menerima Surat dan Surat

PENGGUGAT.

pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2A21 Pejabat dari

Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia dengan

BPPI(AD dan Kabíd P3SP melakukan kunjungan ke

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang milik PENGGUGAT bertemu dengan HELMI FIRMANSYAH

selaku Pengelola Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di

Blabak, Mungkid-Magelang.

Faktanya TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran kepada

PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2A21

berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44Tahun

2O21 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah dan menindaklanjuti

hasil MCP KPK dan tinjauan lapangan ke Wajib Pajak, atas

rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia

meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktiftan dan

memfungsikan Tapping Box, selanjutnya berkoordinasi dengan

BPPKAD. TERGUGAT juga menyampaikan apabila dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran, PENGGUGAT

tidak segera memasang dan mengaktifkan serta menginput setiap

transaksi ke Tapping Box akan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Faktanya PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Pertama

TERGUGAT, kemudian TERGUGAT menyampaikan Surat Teguran

Kedua kepada PENGGUGAT pada hari Selasa tanggal 11 Januari

2022 meminta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan dan

memfungsikan Tapping Box. TERGUGAT juga menyampaikan

apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat

Teguran Kedua, PENGGUGAT tidak segera memasang dan

mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box akan

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.
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PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Kedua

, kemudian TERGUGAT menyampa¡kan Surat Teguran

PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 14 Januari

inta kepada PENGGUGAT untuk segera mengaktifkan dan

kan Tapping Box. TERGUGAT juga menyampaikan

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak díterimanya Surat

Teguran Ketiga, PENGGUGAT tidak segera memasang dan

mengaktifkan serta menginput setiap transaksi ke Tapping Box akan

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Faktanya PENGGUGAT mengabaikan Surat Teguran Pertama,

Kedua dan Ketiga TERGUGAT, kemudian TERGUGAT

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Tanda Peringatan

bersasarkan Pasal 15C ayat (3) Peraturan Bupati Magelang Nomor I
Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2O21 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah

kepada PENGGUGAT pada harÍ Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan

meminta kepada PENGGUGAT untuk segera memasang kembali

Tapping Box dan menginput setiap transaksÍ ke Tapping Box serta

melaksanakan pembayaran pajak restoran sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Bahwa Pemasangan Tanda Peringatan pada hari Rabu

tanggal 19 Januari 2O22telah dibuat dalam Berita Acara.

Faktanya TERGUGAT menyampaiakan Surat Undangan kepada

PENGGUGAT pada hari Selasa tanggal I Februari 2022 untuk hadir

hari Kamis tanggal 10 Februari 2O22 Pukul11.00 WIB sd selesai di

Ruang Rapat Arjuna BPPKAD agenda tindak lanjut pemasangan

tanda peringatan kepada Wajib Pajak.

Faktanya pada tanggal 10 Februari 2A22 telah dibuat Beríta Acara

Rapat Tindak Lanjut Pemasangan Tanda Peringatan Pada Warung

Bakso Balungan "Pak Granaf'berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang

antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang pada pokoknya sebagai

berikut:

. PENGGUGAT keberatan tempat usahanya dipasang Tapping Box

. PENGGUGAT keberatan membayar pajak restoran sebesar l0%

dari Omset sesuai ketentuan perundang-undangan pajak.
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UGAT akan melakukan penghitungan pajak sendiri (self

sebesar 10% dan Profit.

GAT tidak sepakat dengan keberatan yang disampaikan

GAT

T meminta agar keberatannya tersebut

Itasikan kepada Tim Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik lndonesia.

¡ PENGGUGAT siap dengan segala konsekuensí apapun hasil

konsultasi yang dilakukan TERGUGAT kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi Republik lndonesia.

¡ TERGUGAT menyatakan mekanisme sanksi administratif tetap

mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44

Tahun 2021Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah.

o TERGUGAT menyampaikan apabila PENGGUGAT bersedia untuk

dipasang Tapping Box sebelum tanggal 19 Februari 2022,

BPKAD akan memfasilitasi pemasangân Tapping Box tersebut.

Faktanya TERGUGAT pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2422

melakukan Rapat tindak lanjut pemberian sanksi kepada pemilik

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang.

Fakatanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

pada tanggal 16 Februari 2022 telah memanggil dan memberi

pembinaan kepada Pemilik Warung Bakso Balungan "Pak Granat"

berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang untuk musyawarah pada

tanggal 17 F ebruari 2022.

Faktanya TERGUGAT menyampaÍkan Surat Pemberitahuan Hasil

Konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

lndonesia kepada PENGGUGAI pada hari Rabu tanggal 16 Februari

2022 yang isinya Pemerintah Kabupaten Magelang agar

menindaklanjuti penerapan pajak restoran pada Warung Bakso

Balungan "Pak Granat'berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang sesuai

regulasi yang berlaku. Olehkarena itu memohon kepada

PENGGUGAT untuk segera menindaklanjuti pemasangan dan
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Tapping Box serta membayar pajak restoran sesua¡

yang berlaku.

TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

'17 Maret 2022 telah memangg¡l dan memberí

kedua kepada Pemilik Warung Bakso Balungan "Pak

berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang untuk musyawarah

pada tanggal l8 Maret 2022. Telah dibuat Berita Acara Hasil Rapat

Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Pembayaran Pajak Bakso

pak Granat Blabak MungkÍd-Magelang

- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

pada tanggal 18 Februari2022 menyampaiakn Surat Undangan untuk

hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Pukul 19.30 tempat Warung

Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang, acara Penutupan Sementara oleh Tim Gabungan. Telah

dibuat Berita Acara Penutupan Sementara Rumah Makan Bakso

Balungan Pak Granat berlokasi di Balabak, Mungkid-Magelang.

- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

pada tanggal 16 Maret 2022 menyampaiakn Surat Undangan untuk

hari Jumat tanggal 18 Maret 2O22 Pukul13.00 tempat Kantor Satpol

PP & PK Kabupaten Magelang, acaÍa Mediasi TÍndaklanjut

Penutupan Sementara. Telah dibuat Berita Aacara Hasíl Rapat

Rencana Penutupan Secara Permanen Tempat Usaha Rumah Makan

Bakso Balungan Pak Granat Blabak, Mungkid-Magelang.

- Faktanya TERGUGAT melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

pada tanggal 19 Maret 2022 menyampaiakn Surat Undangan untuk

hari Selasa tanggal 22Maret2022Pukul13.00 tempat Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang, acara

Penutupan Tempat Usaha secara Permanen oleh Tím Gabungan.

Telah dibuat Berita Acara Penufupan Permanen Tempat Usaha

Rumah Makan Bakso Balungan Pak Granat Blabak, Mungkid-

Magelang.

L Bahwa terhadap PosÍta 8, PENGGUGAT menyatakan pada prinsipnya

PENGGUGAT menyadari dan tidak keberatan melakukan pembayaran

pajak, namun dalam hal penggunaan dan pemasangan Tapping Box

PENGGUGAT keberatan dan belum bisa menerima penggunaan Tapping
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pertimbangan s¡tuasi pasca pandemi ævidl9 dan

nnya daya beli masyarakat dan jika hal ini dibebankan kepada

otomatis PENGGUGAT harus menaikkan harga jual bakso yang

akan membebani masyarakat dan akan mempengaruhi

penjualan oleh karena dafam hal ini PENGGUGAT memínta

kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk sementara

penghitungan pajaknya akan dihitung sendíri oleh PENGGUGAT dan

akan dibayarkan dengan mengurangi nilai keuntungan dari setiap

penjualan bakso tanpa membebani pembeli dan hal ini tidak

bertentangan dengan Undang-Undang yaitu Pasal4 ayat(2) dan PasalS

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 Tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada

pokoknya di dalam Pasal 4 ayat (2) Pajak Restoran adalah merupakan

jenis pajak PBJT dan kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Pajak PBJT merupakan pajak yang

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang

kemudian pelaksanaan tekhnisnya díatur melalu¡ Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati. Kami menanggapi sebagai berikut :

TIDAK BENAR PENGGUGAT menyatakan tidak keberatan

melakukan pembayaran pajak, Faktanya PENGGUGAT hanya

membayar pajak restoran senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

tiap masa pajak untuk beberapa bulan dan ada yang juga masa pajak

yang tidak dilakukan pembayaran, Faktanya pada saat dipasang

Tapping Box pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2O2O terekam pada

sistem bahwa Pajak Restoran yang harus dibayar senilai Rp.

460.184,- (empat ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh empat

rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Tapping

Box dilepas dan disimpan, tidak digunakan lagi.

TIDAK BENAR cara pikir PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat

pikir mengenai menaikkan harga jual bakso karena harga jual adalah

tetap dan dipergunakan sebagai perhitungan Ðasar Pengenaan Pajak

yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak 10% (sepuluh persen).

TIDAK BENAR cara pikir PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat

pikir mengenai pajak restoran membebani masyarakat karena Pajak

Restoran sifatnya objektif, maka siapa pun yang mendapatkan

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pú|.G/202APN Mkd



atas objek itu maka orang itu yang membayar pajak. Secara

Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha Restoran dari

Pembayar Pajaknya adalah Konsumen.

NAR cara pikír PENGGUGAT atau dapat dikatakan sesat

pajak restoran dihitung sendiri oleh Wajib Pajak

mengurangÍ nílai setiap keuntungan dari setiap penjualan,

karena meskipun pada dasamya self-assesment namun kewajiban

Wajib Pajak untuk menghitung, melapor dan menyetor haruslah

sesuai peraturan perundangan perpajakan dalam hal ini pajak

restoran dihitung dari 10 % (sepuluh prosen) kali Dasar Pengenaan

Pajak yaitu Penghasilan yang diterima atau seharusnya diterima

restoran. Faktanya dengan pemasangan, pengaktifan Tipping Box

dan pengínputan transaksi di Tapping Box memudahkan pencatatan

transaksi dan perhitungan kewajiban pembayaran pajak dengan nilai

yang sebenamya.

- Faktanya penghindaran pajak dengan sengaja menghitung, menyetor

dan melapor pajak yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai

kenyataan transaksí merupakan suatu pelanggaran peraturan

perpajakan dan dapat diduga melakukan tindak pidana dibidang

perpajakan, sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

berbunyi "Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;'

9. Bahwa terhadap Posita 9, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

yang menyatakan berdasarkan penjelasan darí Kepala BPPKAD

Kabupaten Magelang yang diwajibkan dipasang Tapping Box adalah

Warung/Resto dengan omset penjualan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) / bulan, sementara Warung Bakso Balungan Pak Granat baru

saja kembali memulai usaha pasa pandemi covidl9 jíka díhitung dari

omset penjualan masih dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

per bulan oleh karenanya alasan penolakan pemasangan Tapping Box
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Warung Bakso balungan "Pak Granat" adalah memiliki

Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang tidak menyatakan

diatas, Faktanya Kcpala BPPKAD Kaþupaten Magelang

kan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan

pati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah

berbunyi "(1) Kewajiban pemasangan Sistem lnformasi Manajemen

Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk : a.Wajib Pajak

yang omset penjualannya kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) per tahun; b.Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang

dari 1 (satu) tahun.

Faktanya Warung Bakso Balungan "Pak Granat" milik PENGGUGAT

tidak memenuhi kriteria Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perbup

Magelang 812018 sehingga tidak dikecualikan atau dengan kata lain

wajib dÍpasang Tapping Box.

Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal

24 Oktober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem

bahwa Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' berlokasi di

Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam

ratus sembilan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran

yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh

ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsíkan nilai

omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun

Rp.1.682.327.34O,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta

tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila

diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang

berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun

Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang

setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan

puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila

PENGGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

rupiah) per bulannya, mãka pokok pajak yang masih harus dibayar

adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh

delapan ríbu dua ratus dua rupiah).
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2c
A.

berdasarkan uraian diatas, penolakan pemaængan Tapping

UGAT adalah tidak berdasar hukum yang berlaku.

pajak yang dilakukan secara ilegal (fax evasion) dapat

ak pidana dibidang perpajakan atau pengelapan pajak,

dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi

"Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar."

10.Bahwa terhadap Posita 10, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT

tetap memaksakan kepada PENGGUGAT untuk tetap memasang

Tapping Box tanpa mempertimbangkan keberatan darí PENGGUGAT

dan justru TERGUGAT memberikan Surat Peringatan secara Tertulis

kepada PENGGUGAT sebanyak 3 kali dan kemudian melakukan

penutupan Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak,

Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT. Kami menanggapí sebagai

berikut:

Faktanya berdasarkan Pasal I angka 21 Undang-Undang Repubtík

lndonesia Nomor I Tahun 2022Tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah jucto Pasal 1 angka g

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2016

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juncto

Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah jucto Pasal 1 angka 9 Peraturan

Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah juncto Pasal 1 angka 4

Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 44 Tahun 2O2l Tenlang Sistem lnformasi Pajak Daerah

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun

2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Ðaerah menyatakan "Pajak

Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
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z
l¡¡
Ê.

Daerah yang terutang oleh orang pribadí atau badan yang

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

imbalan secara langsung dan digunakan untuk

D a e ra h b a g i se be sa r-be s a rnya ke ma km u ra n ra ky at."

keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box tidak

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Bupati

Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

44 Tahun 2O21 Tentang S¡stem lnformasi Pajak Daerah Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018

Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah.

Faktanya keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box tidak

berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor

13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Faktanya keberatan PENGGUGAT dipasang Tapping Box adalah

pelanggaran Pasal 1 1 ayat (2) dan Pasal 14 huruf c, huruf e, dan

huruf f berdasarkan Pasal 158 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2A21 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah.

' Faktanya Surat PerÍngatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan

TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan

Pasal l5C Peraturan Bupati Magelang Nomor I ïahun 2018 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

Nomor 8 Tahun 2018 ïentang Sistem lnformasi Pajak Daerah.

l1.Bahwa terhadap Posita 11, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT

pada tanggal 19 Februari melakukan penutupan sementara terhadap

Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-

Magelang milik PENGGUGAT dan penutupan tersebut dipublikasikan

dengan sangat masíf di media pemberitaan cetak maupun onlíne dengan

narasi-narasi yan g sangat menyudutkan, bahkan d iviraf kan melalu í medía
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dengan pemberitaan di media cetak dan online

tidak merasa keberatan namun yang menjadikan

keberatan adalah penutupan tersebut dibuat konten dalam

"instagram" hal ini adalah merupakan tindakan yang

prinsip kepatutan sehíngga dengan demikian TERGUGAT

melakukan Tindakan Melawan Hukum. TIDAK SEMUANYA BENAR

(ADA BENAR dan ADA TIDAK BENAR), Kami menanggapí sebagai

berikut:

BENAR TERGUGAT melaksanakan Pasal 15C ayat (1) huruf c dan

ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah yaitu

berupa penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan

"Pak Granaf' yang berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik

PENGGUGAT.

Fakta adanya pemberitaan cetak dan/atau online mengenaÍ

pelaksanaan sanksi Pasal 15C ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan

Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun

2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah merupakan berupa

penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan "Pak

Granaf' yang berlokasi di Bfabak, Mungkid-Magelang milik

PENGGUGAT, dilindungi hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan

ayat (4) Undang Undang Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers berbunyt "(1) Kemerdekaan pers dijamín sebagaí hak

asasi warga negara. (4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers

nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan

menyebarluaskan gagasan dan ínformasí."

Faktanya mengenai pemberitaan cetak dan/atau online merupakan

kebebasan pers sehingga publikasi yang terjadi tidak menyatahi

prinsip kepatutan dan bukan merupakan tindakan melawan hukum
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RGUGAT. Justru apabila TERGUGAT menghalang-halangi

akses pers atau membredel media cetak dan/atau

dikatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan

Kepatutan dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1339

H Perdata yang berbunyi "Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat

untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dalam hal kemerdekaan

pers dijamin sebagai hak asasi warga negara tidak ada perbuatan

TERGUGAT yang menyalahi prinsip kepatutan sebagaimana yang

dituduhkan oleh PENGGUGAT.

12.Bahwa terhadap Posita 12, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

yang menyatakan PENGGUGAT merasa telah diperlakukan tidak adil

oleh TERGUGAT tekait kebijakan pemasangan Tapping Box karena

pada kenyataannya masih banyak resto-resto maupun warung-warung

yang tidak dipasang dípasang Tapping Box namun tetap dibiarkan

membuka resto maupun warung tidak dilakukan tindakan seperti yang

dilakukan terhadap PENGGUGAT, hal ini sangat mencíderai rasa

keadilan pada diri PENGGUGAT dan PENGGUGAT merasa TERGUGAT

bertindak subjektif didalam melakukan penegakan hukum dan

PENGGUGAT dijadikan target untuk tujuan-tujuan tertentu. TERGUGAT

tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya yaitu melakukan

pemberlakuan penerapan Tapping Box kepada warung maupun resto

lainnya dan melakukan penindakan yang sama dengan apa yang

dilakukan terhadap Warung Bakso Balungan "Pak Granat" milik

PENGGUGAT, TERGUGAT telah mengabaikan prinsip keadilan (equity)

yaitu prinsip pajak yang memperlakukan semua Wajib Pajak dengan

perlakuan yang sama sehÍngga apa yang dilakukan adalah perbuatan

melanggar hukum.

Faktanya TERGUGAT melakukan pemasangan Tapping Box kepada

Wajíb Pajak Potensial Prioritas WPPP) secara bertahap,

Pemasangan Tahap I Tapping Box yang dilaksanakan pada tanggal

16 Maret 2020 sampai dengan 2 Apnl 2020 yang juga dilakukan

kepada PENGGGUGAT. Pada Pemasangan Tahap I Tapping Box
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terhadap 49 Wajib Pajak Daerah dan hanya PENGGUGAT

pemasangan, pengaktifan Tapping Box.

TERGUGAT melakukan pemasangan Tapping Box kepada

Pajak Potensial Prioritas WPPP) secara bertahap,

gan Tahap ll Tapping Box kemudian akan dilanjutkan

asangan Tahap lll Tapping Box dan seterusnya yaitu kepada

Wajib Pajak yang memiliki omset lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus

juta) per tahun dan telah menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu)

tahun hal ini sesuai dengan penafsiran hukum a contrario Pasal 10

ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Magelang Nomor I
Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44Tahun 202'l Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah.

Faktanya tujuan pemasangan Tapping Box oleh TERGUGAT kepada

PENGGUGAT adalah untuk kepatuhan pajak restoran PENGGUGAT

yangmana PENGGUGAï melakukan penghitungan, penyetoran dan

pelaporan pajak restoran tidak sesuai peraturan perpajakan yang

berlaku.

Faktanya pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal

24 OKober 2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem

bahwa Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' berlokasi di

Blabak, Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam

ratus sembílan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran

yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh

ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsíkan nilai

omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun

Rp.1.682.32734A,- (satu mifiar enam retus delapan puluh dua juta

tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila

diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang

berada dí Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun

Rp.5.046.982.02A,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehíngga pajak terutang

setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan

puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila
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hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

bulannya, maka pokok pajak yang masih harus díbayar

.338-202,- (líma ratus empat juta tiga ratus tiga puluh

dua ratus dua rupiah).

Prinsip Pemungutan Pajak tídak hanya Prinsip Keadilan

namun juga ada Prinsip lain yang tidak dapat dipisahkan

ataupun berdiri sendiri-sendiri yaitu :

. Prinsíp Keadilan yaitu prinsíp pajak yang memperlakukan semua

Wajib Pajak dengan perlakuan yang sama. Apabíla TERGUGAT

menyetuju i keberatan PENGGU GAT mengenai perhitungan pajak

restoran yaitu 1$o/o (sepuluh persen) dari Profit, justru

TERGUGAT berlaku tidak adil kepada Wajib Pajak lainnya,

sehíngga untuk adil harus diperlakukan sama. Benefit Principle

yaitu Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan manfaat

yang dinikmatinya dari pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak

diberikan keleluasaan melakukan usaha oleh Pemeríntah Daerah

dan pajak restoran sifatnya objektif, maka siapa pun yang

mendapatkan manfaat atas objek itu maka orang itu yang

membayar pajak. Secara sederhana Pajak Restoran dipungut

oleh Pengusaha Restoran dari Konsumen, Pembayar Pajaknya

adalah Konsumen, Pengusaha Restoran berkewajiban untuk

Menghitung, Menyetor dan Melapor Pajak Restoran tersebut.

Ability to pay principle yaitu Wajib Pajak diwajibkan membayar

pajaknya sesuai dengan kemampuannya berdasarkan

pendapatan yang diperoleh, dalam hal ini Pajak Restoran

dihitung dengan cara 10o/o (sepuluh persen) x DDP (Dasar

Penenaan Pajak) Restoran yaitu jumlah pembayaran yang

diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Omset),

sehíngga apabila terjadi penurunan omset penjualan secara

proporsional juga akan berakíbat penurunan pajak restoran.

Horizontal Equality yaitu keadilan horizontal dalam perspektif

pajak mengandung makna bahwa Wajib Pajak dengan kondisi

kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan

jumlah pajak yang sama pula, dalam hal ini æcara bertahap

Wajib Pajak Potensial Prioritas akan dipasang Tapping Box dan
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tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari

Kepastian Hukum (Certainty) yaitu prinsip pemungutan

harus berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan.

hal iní Pajak Restoran dí Kabupaten Magelang dipungut

asarkan peraturan perundang-undangan dibidang

perpajakan yang berlaku di Kabupaten Magelang.

o Prinsip Efisien Ekonomis yaitu Prinsip efisiensi ekonomis adalah

prinsip pajak yang menggambarkan bahwa pemungutan pajak

harus mampu menc€¡pai tujuan tanpa biaya yang besar dan tidak

menimbulkan permasalahan lain, dalam hal ini pengadaan

Tapping Box juga memerlukan biaya dan perlu dilakukan secara

bertahap sehingga pemasangan Tapping Box untuk memenuhi

prinsip efisien ekonomis harus dilakukan kepada Wajib Pajak

Potensial Prioritas terlebih dahulu sesuai dengan dengan

penafsiran hukum a contrario Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf

b Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang

Sístem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2O21lentang Sístem

lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah.

o Prinsip Ketepatan Waktu (convenience) yaitu prinsip sistem

perpajakan suatu negara yang digambarkan sebagai sebuah

ketepatan dalam hal pemotongan, pemungutan, dan

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, dalam hal ini Pajak

Restoran paling tepat dilakukan pemotongan, pemungutan dan

pembayaran adalah pada saat terjadi transaksi, oleh karenanya

pemasangan Tapping Box pada mesin cashier adalah tepat

sesuai prinsip convenience.

Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan

TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan

Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2O21 fenlang Sistem lnformasi
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Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

8 Tahun 20l8Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah.

berdasarkan uraian diatas TERGUGAT tidak bertindak

tidak menciderai rasa keadilan, dan tidak mengaÞaikan

keadilan seperti yang didalihkan PENGGUGAT sehingga

tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan justru

PENGGUGAT yang melanggar Pasal 11 ayal (2) dan Pasal 14 huruf

c, huruf e dan huruf f Peraturan Bupati Magelang Nomor B Tahun

2018 Tentang Sistem lnformasí Pajak Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah dan Pasal 93 ayat {2) Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

13.Bahwa terhadap Posita 13, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

yang menyatakan penindakan terhadap Warung Bakso Balungan "Pak

Granat" milik PENGGUGAT hanyalah merupakan upaya pencÍtraan ofeh

TERGUGAT dilakukan dengan memberitakan haf tersebut melalui media-

media masa secara masif agar masyarakat ataupun pihak lain melihat

bahwa TERGUGAT telah melaksanakan amanat Peraturan Bupati Nomor

I Tahun 2018 Tentang Sístem lnformasí Pajak Daerah padahal pada

kenyataannya hingga saat ini masih terdapat warung maupun resto yang

tidak dibebani untuk memasang Tapping Box.

- Faktanya TERGUGAT seudah melakukan upaya-upaya sosialisasi

dan persuasif kepada PENGGUGAT untuk pemasangan Tapping Box

pada Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak,

Mungkid-Magelang namun PENGGUGAT tetap tidak patuh peraturan,

oleh karenanya TERGUGAT menerapkan sanksi sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018

Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2O21 Tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatí

Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak

Daerah.
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pemberitaan di media cetak dan/atau online merupakan

pers yang díjamÍn oleh undang-undang

Pemasangan Tahap I Tapping Box dilakukan terhadap 49

Daerah dan hanya PENGGUGAT yang menolak

, pengaktifan ïapping Box, dengan kata lain hanya

PENGGUGAT yang tidak patuh peraturan dibidang perpajakan.

Faktanya Pemasangan Tapping Box dilakukan secara bertahap dan

juga berdasarkan pada prinsip pemungutan pajak keadilan, kepastian

hukum, efisien ekonomis dan ketepatan waktu.

- Faktanya Optimasi Pajak Daerah merupakan salah satu program

Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan

Korupsi Republik lndonesia yang dilakukan dengan capaian data

base Wajib Pajak aktual dan Potensial, pengunaan aplikasi sistem

informasi pajak daerah, inovasi peningkatan pajak daerah, penagihan

tunggakan pajak daerah, dan peningkatan pajak daerah.

14.Bahwa terhadap Posita 14, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

yang menyatakan apa yang telah dilakukan TERGUGAT atas dÍri

PENGGUGAT telah mengakibatkan kerugian pada diri PENGGUGAT

baik itu secara materiil dan imateiíl sehingga apa yang dilakukan oleh

PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatran

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugían itu karena kesalahannya

untuk menggantikan kerugian tersebut."

Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan

TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuaí dengan

Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang

Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2A21 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah

sehingga bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.
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pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal

2020 Pukul 11.03 sd 2O.21 WIB terekam pada sistem

Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di

Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam

sembílan ribu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran

harus dÍbayar senilaí Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh

ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Apabila diasumsikan nilai

omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun

Rp.1.682.32734A,- (satu mílíar enam ratus delapan puluh dua juta

tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila

diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang

berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun

Rp.5.046.982.A20,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang

setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan

puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila

PENGGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tíga puluh ribu

rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar

adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tíga ratus tiga puluh

delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan

PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal ini

sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi

"Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisí dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Ðaerah

dapat dípidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar." Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal

14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan

Bupati Magefang Nomor 44 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Magefang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang

perpajakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
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terhadap Posita 15, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

akibat dari perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT

kerugian imateriil yaitu terciderainya rasa keadilan dalam diri

, turunnya harga d¡ri PENGGUGAT akibat dari narasi-

yang bersumber dari TERGUGAT yang menyudutkan

GAT, dilecehkannya harga díri dengan memuat kegiatan

Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' berlokasi di Blabak,

Mungkid-Magelang dibuat konten media sosial instagram

Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan

TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan

Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tenkng

Sistem lnformasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 lentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Ðaerah.

Fakta adanya pemberitaan cetak dan/atau online mengenai

pelaksanaan sanksi Pasal 15C ayat (1) huruf c dan ayat (4) Peraturan

Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2021 Tenlang Sistem lnformasi Pajak Daerah

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun

2018 ïentang Sistem lnformasi Pajak Daerah merupakan berupa

penutupan sementara tempat usaha Warung Bakso Balungan "Pak

Granat' yang berlokasi d¡ Blabak, Mungkid-Magelang milik

PENGGUGAT, dilindungi hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan

ayat (4) Undang Undang Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers berbunyi "(1) Kemerdekaan pers dijamín sebagai hak

asasi warga negara. (4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers

naslonal mempunyal hak mencarl, memperoleh, dan

menyebarluaskan gagasan dan informasÍ'dan Pasal 6 UU 40/1999

berbunyi "Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut : a.

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, b. menegakkan nilai-

nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan

Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhínekaan, c.

mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pd|.G/202APN Mkd



dan benar, d- melakukan pengawasan, krítik, koreksi, dan

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, e.

keadilan dan kebenaran."

apabila PENGGUGAT patuh peraturan dibidang

maka tidak akan ada sanksi dibidang perbajakan dari

GAT sehinga juga tidak ada Pers yang memberitakan tentiang

penutupan Warung Bakso Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak,

Mungkid-Magelang milik PENGGUGAT, dengan kata lain hal itu

terjadi karena perbuatan PENGGUGAT sendirí, sebagaímana Firman

Allah dalam Al Qur'an Surat Asy Syura ayat 30 yang artinya "Dan apa

saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian öesar

(dari kesalahan-kesalahanmu)." lslam memandang pajak sebagai

ketaatan kepada ulil amri atau penguasa sebagaimana Firman Allah

dalam Al Qur'an Surat An-nisa ayat 59 yang artinya "Wahai orang-

orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan ulil amri

(pemegang kekuasaan) diantara kamu." Pemungukn pajak itu harus

berdasar hukum agar tidak mengambil harta orang lain secara bathil,

begitu pula sebailknya dimana pajak merupakan kewajiban yang

harus ditunaikan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qudan Surat Al

Baqoroh ayat 188 yang artinya "Dan janganlah sebagian kamu

memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada hafta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu

mengetahuî'

Faktanya rasa malu PENGGUGAT yaitu merasa turun harga diri

PENGGUGAT dengan adanya pemberitaan oleh Pers dan

dipenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui merupakan sanksi

sosial yang tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT, sifat malu

PENGGUGAT merupakan bagian dari iman sebagaimana dalam

Hadist Riwayat lbnu Umar dia berkata Raosulullah bersabda "malu

bagian dari keimanan", oleh karenanya seharusnya orang yang

beriman taat pajak.
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berdasarkan hal-hal tersebut diatas hubungan sebab akibat

terjadi karena perbuatan PENGGUGAT sendiri dan bukan

akibat perbuatan TERGUGAT

Posita 16, T|ÞAK BENAR pernyataan PËNGGUGAT

kan akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT

i kerugian materiil berupa berhentinya usaha Warung Bakso

Balungan "Pak Granat" berlokasi di Blabak, Mungkid-Magelang milik

PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT kehilangan hak untuk mencari

mata pencaharian.

- Faktanya Surat Peringatan Tertulis hingga penutupan yang dilakukan

TERGUGAT atas pelanggaran PENGGUGAT telah sesuai dengan

Pasal 15C Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang

Sistem lnformasí Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem lnformasi

Pajak Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang

Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem lnformasi Pajak Daerah.

- Faktanya PENGGUGAT selaku Wajib Pajak Daerah atau

Penanggung Pajak Daerah atas 3 (tiga) Warung Bakso Balungan

"Pak Granaf'di Kabupaten Magelang yaitu berlokasi di :

1) Jl. Semarang - Yogyakarta, Kadipuro, Mungkid, Kec. Mungkid,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2) Jl. Magelang - Purworejo, Brengkel Satu, Salaman, Kec.

Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (berdiri sejak

1e8e)

3) Jl.Raya Kaliangkrik, Kralan Desa Maduretno, Kecamatan

Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

sehínga T|ÐAK BENAR yang didalihkan PENGGUGAT menyatakan

kehilangan hak untuk mencari mata pencaharian.

- Faktanya TERGUGAT telah melakukan sosialisasi dan persuasif

kepada P EN GGUGAT untuk menaati peraturan perundang-undangan

dibidang perpajakan, namun PENGGUGAT tetap tidak taat dan

menyatakan siap dengan segala konsekuensinya, meskipun

TERGUGAT menyampaikan masih akan memfasilitasi pembukaan

kembali usaha PENGGUGAT dengan catatan bersedÍa taat pajak,
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PENGGUGAT menyatakan akan menutup seluruh Warung

"Pak Granaf'yang ada di Kabupaten Magelang.

pada saat dipasang Tapping Box pada hari Sabtu tanggal

2020 Pukul 11.03 sd 20.21 WIB terekam pada sistem

Omset Warung Bakso Balungan "Pak Granaf' berlokasi di

Mungkid-Magelang senilai Rp.4.609.116,- (empat juta enam

ratus sembílan ríbu seratus enam belas rupiah) dan Pajak Restoran

yang harus dibayar senilai Rp. 460.184,- (empat ratus enam puluh

ribu seratus defapan puluh empat rupíah). Apabila diasumsikan nilai

omset hariannya tetap maka dapat diperkirakan omset dalam setahun

Rp.1.682.327-34O,- (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta

tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah). Apabila

diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang

berada di Kabupaten Magelang maka total nilai omset setahun

Rp.5.046.982.02A,- (lima míliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), sehingga pajak terutang

setahun Rp.504.698.202,- (lima ratus empat juta enam ratus sembilan

puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila

PENGGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar

adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tíga ratus tiga puluh

delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan

PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal ini

sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi

"Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPÐ atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar;'Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal

14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan

Bupati Magelang Nomsr 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Magefang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem
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Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang

yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

Posita 17, TIDAK BENAR pernyataan PENGGUGAT

oleh karena PENGGUGAT mengalami kerugian maka

GAT menuntut ganti rug¡ kepada tergugat sebesar Rp.

.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Faktanya angka Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) itu

didasarkan perhitungan pembulatan yaitu Warung Bakso Balungan

"Pak Granaf berlokasi di Blabak Mungkid-Magelang omset dalam

setahun Rp.1.682.327.340,- (satu miliar enam ratus delapan puluh

dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Apabila diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat

yang berada di Kabupaten Magelang maka total nílai omset setahun

Rp.5.046.982.A2A,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah).

Faktanya PENGGUGAT tidaklah dirugíkan sebagaimana yang

didalihkan, tetapi justru TERGUGAT yang dirugikan yaitu apabila

diasumsikan nilai omset ketiga Warung Bakso Pak Granat yang

berada di Kabupaten Magelang maka total nílai omset setahun

Rp.5.046.982.020,- (lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus

delapan puluh dua ribu dua pufuh rupiah), sehingga pajak terutang

setahun Rp-504.698 .2O2,- (lima ratus empat juta enam ratus sembílan

puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), sedangkan apabila

PENGGGUGAT hanya membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

rupiah) per bulannya, maka pokok pajak yang masih harus dibayar

adalah Rp.504.338.202,- (lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh

delapan ribu dua ratus dua rupiah), sehingga atas perbuatan

PENGGUGAT dapat diduga merugikan keuangan daerah, hal íni

sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi

"Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPÐ atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah pajak terutang yang
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atau kurang dibayar." Pelanggaran Pasal 11 ayat (2) dan Pasal

a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan

Magelang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem

Pajak Daerah dapat diduga tindak pidana dibidang

kan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

l8.Bahwa terhadap Posita 18 dan 19, TIDAK BENAR pernyataan

PENGGUGAT yang menyatakan oleh karena perbuatan TERGUGAT

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka PENGGUGAT

mengajukan gugatan ini. TIDAK BENAR pemyataan PENGGUGAT yang

menyatakan oleh karena perbuatan TERGUGAT dilakukan di wilayah

Kabupaten Magelang maka gugatan ini diajukan melalui Pengadilan

NegeriMungkid.

- Faktanya pokok perkara mengenai sengketa dibidang Perpajakan

bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya

Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, yang

berwenang mengadili adalah Pengadifan Pajak.

- Faktanya pokok perkara juga mengenai kekuatan mengikat

penggunaan Tapping Box yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) huruf b

Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 Tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 1¡2022

berbunyi c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Pasal 5 ayal (2)

UU 112022 berbunyi "Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2)

huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, bukan

merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya

Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili, sehinga

untuk uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang yang berwenang mengadili adalah

Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian kami di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutus perkara inisebagai berikut:

PRIMER

A. DALAM EKSEPSI
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kan EksepsiTERGUGAT.

kan Gugaian PENGGUGAT tidak dapat diterima (Nief

Verklaard)

PERKARA

kan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau

tidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. (N,ef

Ontvan kel ij ke Ve rklaa rd)

2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

yang dímaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.

3. Menyatakan TERGUGAT tidak ada kewajiban membayar ganti rugi

kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5-000.000.000,- (Lima Mifiar Rupiah)

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

( Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap eksepsi/jawaban itu telah

mengemukakan secara elektronik, repliek pada persidangan tanggal 1

September 2022 dan dupliek pada persidangan tanggal I September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan

putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagidan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelís Hakim telah

menjatuhkan putusan mengenaí eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri

Mungkid yang amamya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak EksepsiTergugat ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadifiperkara ini;

3. Memerintahkan kepada para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd

I



:
)

biaya perkara sampai putusan akhir;

bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat semata-mata

mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri

tiada yang lain dan dí dalam putusan sela telah dinyatakan ditolak

Hakim, maka keseluruhan materieksepsí ínitelah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada

pokoknya adalah mengenai Tergugat telah menyebarluaskan penutupan

warung bakso balungan pak granat milik Penggugat dimedia sosial lnstagram

dengan narasi menyudutkan, sehingga merusak nama baik Penggugat

dimasyarakat termasuk perbuatan melawan hukum dan Tergugat telah

membiarkan warung-warung yang tidak memasang tapping box namun tetap

beroperasi termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak

disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berkenaan

tentang:

- Bahwa Penggugat telah merintis usahanya di Blabak sejak tahun 2017;

- Bahwa usaha bakso balungan Penggugat kena imbas protokol Covid 19

sehíngga mengalami penurutnan omset;

- Bahwa benar Tergugat melaksanakan penerapan tapping box kepada

usaha-usahan dí Kabupaten Magelang;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2022 lelah terjadi penutupan

sementara warung bakso milik Penggugat oleh Tergugat, dan berakhir

dengan penutupan permanen warung bakso milík Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah

pihak adalah mengenai publikasi penutupan usaha Penggugat di media sosial

oleh Tergugat telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis

Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- Apakah Tergugat telah menyebarluaskan penutupan warung bakso

balungan pak granat milik Penggugat dimedia sosial lnstagram dengan

narasi menyudutkan, sehingga merusak nama baik Penggugat
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dan Tergugat telah membiarkan warung-warung yang tidak

tapping box namun tetap beroperasi termasuk perbuatan

hukum/onre chtmatig daad ?

kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya perbuatan

hukum Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban

untuk membuktikan haltersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu.

1, Helmi Firmansyah, 2. Hafidh Kurnia Adi, dan 3. M. Sofyan Ali ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

yaitu alat bukti surat P-1 tentang Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) No

1130000045 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun 24januari 2017,P-2 tentang

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang usaha Makanan dan minuman Nomor

556.141 I 4 IKEP I 16 I 2A17 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun 24 januan ZO1T,

P-3 tentang Tanda Daftar lndustri No 530.3 I 01 I 16 I 2017 yang diketuarkan

oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magelang

tahun 24 januari 2017, P4 tentang lzin Ganggungan (HO) atas nama Arif Budi

Sulistiyono yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Ðan Pelayanan

Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun 24 januari 2017, P-5 tentang Print out

Capture Akun lnstagram Borobudur News dan komen, P-6 tentang Print out

Capture Akun lnstagram Borobudur News dan komen, P-7 tentang Print out

Capture Akun lnstagram Borobudur News dan komen, P-8 tentang Print out

Capture Akun lnstagram Borobudur News dan komen, P-9 tentang Print out

Capture Akun lnstagram Borobudur News dan komen, P-10 tentang Print out

halaman media online " Berita Magelang* yang memuat pemberitaan penutupan

warung bakso milik Penggugat, P-11 tentang Print out halaman media online "

Semarang News " yang memuat pemberitaan penutupan warung bakso milik

Penggugat, P-12 tentang Print out halaman media online " Magelang Exspres "

yang memuat pemberitaan penutupan warung bakso milík Penggugat, P-13

tentang Print out halaman media online " Timlo Net " yang memuat pemberitaan

penutupan warung bakso milik Penggugat, P-14 tentang Struk pembayaran
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" Bebek & ayam kampung Mas Budi" Cabang Magelang yang tidak

n penggunaan Taping Box, P-15 tentang Struk pembayaran pada

Sapi Super 88" Mertoyudan, yang tidak menerapkan

Taping Box, P-16 tentang Struk pembayaran pada warung pepes "

" di Salam yang tidak menerapkan penggunaan Tapíng Box, P-17

Struk pembayaran pada warung "Bakso Kribo" yang tidak menerapkan

penggunaan Taping Box, P-18 tentang Struk pembayaran pada warung "

Geprek Mantul ", yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-19

tentang Struk pembayaran pada warung 'Tahu Kupat Pelopot'' Mertoyudan,

yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-20 tentang Struk

pembayaran pada warung " Bakso Enak Kutoarjo " Mertoyudan, yang tidak

menerapkan penggunaan Taping Box, P-21 tentang Struk pembayaran pada

warung "Bakso Pak Sholeh" Bandongan, yang tidak menerapkan penggunaan

Taping Box dan P-22 tentang Struk pembayaran pada warung "Nasi Goreng

Pak Yatno Cang Depan Armada" Mertoyudan serta Saksi HELMI FIRMANSYAH

yang pada pokoknya menerangkan bahwa warung bakso milik Penggugat telah

ditutup permanen oleh Tergugat dan beritanya dipublikasikan di media sosial

lnstagram melalui portal Borobudur News dan Saksi HAFIDH KURNIA ADI yang

pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah melihat video penutupan

warung bakso milik Penggugat di media sosial lnstagram melalui portal

Borobudur News dan Saksi M SOFYAN ALI yang pada pokoknya menerangkan

bahwa Saksi pernah membaca berita penutupan warung bakso milik Penggugat

di media sosial lnstagram melalui portal Borobudur News;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah

mengajukan buKi berupa buktiT-1 sampai dengan T-135 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Drs. Supriyadi, 2. Fahnia Berliani Sri Tulodho, 3. Triyogo Siswo Rini, dan 4.

Margono serta 5. Dolut Tuge;

Menimbang, bahwa dari alat-alat buKi yang diajukan oleh Tergugat

yaitu alat bukti surat T-1 tentang fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, T-2 tentang fotokopi

Safinan Peraturan Bupati Magelang Nomor I Tahun 2018 tentang Sistem

lnformasi Pajak Daerah, T-3 tentang fotokopi Salinan Peraturan Bupati

Magelang Nomor 44 Tahun 2O21 tentang Pajak Daerah, P-4 tentang Daftar

Usaha Arif Budi Sulístyono, T-5 tentang Print out Capture Akun lnstagram

Borobudur News dan komen, T-6 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah

Kabupaten Magelang dan PT.Bank Pembangunan Dearah Cabang Koordinator
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g Tentang Monitoring On Line Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah,

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bakso Balungan Pak Granat, T-8

anda Daftar lndustri (TDl) Bakso Balungan Pak Granat, T-9 tentang

(HO) atas nama Arif Budi Sulistyono, T-10 tentang Print out

media online " Berita Magelang" yang memuat pemberitaan penutupan

bakso milik Penggugat, T-11 tentang Nomor lnduk Berusaha PT.Granat

Sinar Mandiri, T-12 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resíko Nomor lnduk

Berusaha atas mama Arif Budi Sulistyono, T-13 tentang Surat Undangan

Sosialisasi Pemasangan Tapping Box pada Cash RegÍster Wajib Pa¡ak, T-14

tentang Notulen Sosialisasi Pemasangan Tapping Box, T-15 tentang Daftar

Hadir Sosialisasi Pemasangan Tapping Box, T-'16 tentang Nota Dinas Laporan

Rencana dan Pencapaian Pelaksanaan Pemasangan Tapping Box, T-17

tentang Lampiran Peningkatan target Pajak Daerah 2020, T-18 tentang Surat

Kepada Pimpinan Bakso Balungan Pak Granat perihal Pendampingan

Oprator/Kasir, T-19 tentang Foto Dokumentasi Pemasangan Tapping Box pada

Warung Bakso Balungan Pak Granat, T2A tentang Foto Dokumentasi

Pelepasan dan Penyimpanan Tapping Box oleh Warung Bakso Balungan Pak

Granat, T-21 tentang Surat Teguran kepada Pemilik Warung Bakso Balungan

danT-22 tentang Surat Pernyataan Pemilik Bakso balungan Pak Granat,T-23

tentang Surat Teguran Kedua kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak

Granat, T-24 tentang Surat Pengelola Bakso Balungan Pak Granat,T-25 tetang

Surat Pernyataan Pengelola Bakso Balungan Pak Granat, T-26 tentang Foto

Dokumentasi Kunjungan KPK Rl kepada PenggugaUPengelola Warung Bakso

Balungan Pak Granat pada tanggal 16 Desember 2021, T-27 tentang Surat

Teguran kepada Pemílik Warung Bakso Balungan Pak Granat, T-28 tentang

Surat Teguran Kedua kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak Granat, T-

29 tentang Surat Teguran Ketiga kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak

Granat, T-30 tentang Foto Dokumentasi Pemberian Surat Teguran Kedua dan

Surat, T-31 tentang Surat Pemberitahuan Pemasangan Tanda Peringatan

kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak Granat,T-32 tentang Berita Acara

Pemasangan Tanda Peringatan pada Rumah Makan Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid, T-33 tentang Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda

Peringatan Tidak Membayar Pajak di Warung Bakso Balungan Pak Granat, T-

34 tentang Nota Dínas Laporan Tíndak Lanjut Bakso Balungan Pak Granat, T-

35 tentang Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Bakso Balungan Pak Granat, T-

36 tentang Surat Undangan kepada Arif Budi Sulistyono Pemilik Warung Bakso
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Pak Granat, T-37 tentang Berita Acara Rapat Tindak Lanjut

Tanda Peringatan Pada Warung Bakso Balungan Pak Granat

Magelang, T-38 tentang Foto Dokumentasi Rapat Tindaklanjut

Tanda Peringatan, T-39 tentang Undangan Rapat Tindaklanjut

Sanksi kepada Pemilik Bakso Balungan Pak Granat Blabak

ungkid, T40 tentang Surat Pemberitahuan Hasil Konsultasí dengan KPK Rl

yang disampaikan kepada Arif Budi Sulístyono Pemilik Warung Bakso Balungan

Pak Granat, T41 tentang Surat BPPKAD Kepada Satpol PP dan PK mengenai

Tindaklanjut Pemberian Sanksi kepada Warung Bakso Balungan Pak Granat

Blabak Mungkid, T-42 tentang Laporan Satpol PP & PK perihal Hasil Rapat

Tindak Lanjut Pemberian Sanksi kepada Pemilik Bakso Balungan Pak Granat

Blabak Mungkid, T-43 tentang Undangan Saþol PP & PK perihalTindak Lanjut

Permasalahan Pembayaran Pajak Restoran Warung Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid, T-44 tentang Berita Acara hasil Rapat Tindaklanjut

Penanganan Permasalahan Pembayaran Pajak Warung Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid Tanggal 17 Februari 2022, T45 tentang Surat

Pemberitahuan Satpol PP & PK kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid, T46 tentang Surat Undangan kepada Tim Gabungan

perihal Penutupan Sementara Warung Bakso Balungan Pak Granat Blabak

Mungkid, T-47 tentang Berita Acara Penutupan Sementara Warung Bakso

Balungan Pak Granat Blabak Mungkid, T-48 tentang Foto Dokumentasi

Penutupan Sementara Warung Bakso Balungan Pak Granat Blabak Mungkid, T-

49 tentang Undangan Satpol PP & PK kepada Anggota Tim Gabungan perihal

Mediasi Tindaklanjut Penutupan Sementara Warung Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid, T-50 tentang Panggilan Dinas Satpol PP & PK kepada

Pemilik Warung Bakso Balungan Pak Granat Blabak Mungkid perihal Mediasi

Tindaklanjut Penutupan Sementara, T-51 tentang Berita Acara Hasil Rapat

Rencana Penutupan Secara Permanen Tempat Usaha Warung Bakso Balungan

Pak Granat Blabak Mungkid, T-52 tentang Laporan Satpol PP & PK tentang

HasÍl Rapat Persiapan Penutupan Permanen Warung Bakso Balungan Pak

Granat Blabak Mungkid, T-53 tentang Undangan Satpol PP dan PK kepada

Anggota Tim Gabungan perihaf Penutupan Secara Permanen Warung Bakso

Balungan Pak Granat Blabak Mungkid, T-54 tentang Pemberitahuan Satpol PP

cian PK kepada Pemilik Warung Bakso Balungan Pak Granat Blabak Mungkid

akan diadakan Penutupan Permanen, T-55 tentang Berita Acara Penutupan

Secara Permanen Tempat Usaha Warung Bakso Balungan Pak Granat Blabak
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, T-56 tentang Foto DokumentasiPenutupan Secara Permanen Warung

lungan Pak Granat Blabak Mungkid, T-57 tentang Design Stiker

Sementara dan Penutupan Secara Permanen yang dipasang pada

Bakso Balungan Pak Granat Blabak Mungkid, T-58 tentang Foto

Kegíatan Perusasi dan Mediasi kepada Pemilík Warung Bakso

lungan Pak Granat di Blabak, Mungkid Magelang, T-59 tentang Nota Dínas

Tentang Laporan Hasil Penindakan Penutupan Secara Permanen Warung

Bakso Balungan Pak Granat di Blabak, Mungkid Magelang, T-60 tentang Print

Out Rekapitulasi Transaksi Warung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak,

Mungkid Magelang pada tanggal 24 Oktober 202O, T-61 tentang Print Out Data

Pantauan Jumlah Pengunjung Warung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak,

Mungkid Magelang, T-62 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun

Pajak2014 Arif Budi SulistyonoMarung Bakso Balungan Pak Granat di BlabaK

Mungkid Magelang, T-63 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun

Pa1ak2015 Arif Budi Sulistyono ArVarung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak,

Mungkid Magelang, T-64 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun

Pajak 2016 Arif Budi Sulistyono Marung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak,

T-65 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun Pa¡ak 2417 Arrt

Budi Sulistyono Marung Bakso Balungan Pak Granat dí Blabak, T-66 tentang

Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun Pa¡ak 2O18 Arif Budi Sulistyono

Ätrúarung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak, T-67 tentang Print Out

DaftarKendali Pajak Restoran Tahun Pajak 2018 Arif Budi Sulistyono Marung

Bakso Balungan Pak Granat di Blabak, T-68 tentang Print Out DaftarKendali

Pajak Restoran Tahun Pajak 2019 Arif Budi Sulistyono ÂA/arung Bakso

Balungan Pak Granat di Blabak, T-69 tentang Print Out DaftarKendalí Pajak

Restoran Tahun Pajak 2020 Arif Budi Sulistyono Marung Bakso Balungan Pak

Granat di Blabak, T-70 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun

Pajak2A2l Arif BudiSulistyono Marung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak,

T-71 tentang Print Out DaftarKendali Pajak Restoran Tahun Pajak 2022 Arif

Budi Sulistyono Marung Bakso Balungan Pak Granat di Blabak, T-72 tentang

Telaah Staff Tindaklanjut Penanganan Permasalahan Pembayaran Pajak

Warung Bakso Balungan Pak Granat dan Penggunaan Logo KPK Rl, T-73

tentang Surat kepada Bank Jateng perihal penambahan pemasangan Tapping

Box,T-74 tentang Surat kepada Bank Jateng períhalpenambahan pemasangan

Tapping Box, T-75 tentang Nota Dinas Laporan Rencana Kegiatan lnovasi

Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2A21, -f -76 tentang Nota Ðinas Laporan
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pemasangan Tapping Box tahun 2A22, T-77 tentang Nota Dinas

Tapping Box Wajib Pajak Hotel Tahun 2022 di Wilayah

Magelang, T-78 tentang Nota Dinas Usulan Reneana Pemasangan

Wajib Pajak Hotel Tahun 2022, T-79 tentang Print Out Daftar

Pemasangan Tappíng BoxTahun 2022, T-80 tentang Undangan

Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi (Tapping Box) pada

Wajib Pajak, T-81 tentang Notulen Sosíalisasi Pemasangan Tapping Box Tahap

ll kepada wajib Pajak, T-82 tentang Pemberitahuan survey cash Register Kasir

wajib Pajak Daerah, T-83 tentang surat kepada Bank Jateng perihal hasil

survey, T-84 tentang Berita Acara serah Terima Atas Penyerahan Alat Perekam

Data Transaksi Antara Bank Jateng dengan BPPKAD Kab.Magelang, T-85

tentang Nota Dinas Laopran Hasil Pelaksanaan Pemasangan Afat perekam

Data Transaksi Wajib Pajak Tahap Kedua, T-86 tentang Nota Dinas Laporan

Hasil Pelaksanaan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi rahap ll rahun

2422 di Wajib Pajak Wilayah Kabupaten Magelang, T-87 tentang Kartu Data

Pajak Restoran Tahun Pgak2022 wajib Pajak Bakso Kota cak Man Muntilan,

T-88 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun Pa¡akzo22 wajib pajak Bakso

Kota Cak Man Mertoyudan, T-89 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun

Pa¡ak2022 Wajíb Pajak Bakso Pak Kribo Japunan, T-90 tentang Kartu Data

Pajak Restoran Tahun Pajak2022 Wajib Pajak Bakso M Sholeh Bandongan, T-

91 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun Pajak 2CI22 wajib pajak Bakso

Enak Kutoarjo Babrik/Blabak, T-92 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun

Pajak 2A22 Wajib Pajak Gapeswati, Salam, T-93 tentang Kartu Data pajak

Restoran Tahun Pajak2022 Wajib Pajak Kupat Tahu Pelopor, Blabak Mungkid,

T-94 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun Pajak2o22wajib pajak Geprek

Mantul Grabag, T-95 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun pEak 2022

wajib Pajak Geprek Mantulregalrejo, T-96 tentang Kartu Data Pajak Restoran

ïahun Pa¡ak2022 Wajib Pajak Geprek Mantut Bandongan,T-97 tentang Kartu

Data Pajak Restoran Tahun Pajak 2022 Wajib Pajak Geprek Mantul

Mertoyudan, T-98 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun Pa¡akZA22 WajÍb

Pajak Geprek Mantul Ngabfak, T-99 tentang Kartu Data Pajak Restoran Tahun

PajakãO22 Wajib Pajak Geprek Mantul Borobudur, T-100 tentang Pengukuhan

Sebagai Wajib Pajak Daerah Bebek dan Ayam Kampung mas Budi, T-101

tentang Berita Acara Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi pada wajib
Pajak Geprek Mantul Tegalrejo, f -102 tentang Berita Acara Pemasangan Alat

Perekam Datia Transaksi pada Wajib Pajak Geprek Mantul Borobudur, T-103
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Berita Acara Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi pada Wajib

Mantul Mertoyudan,T-1O4 tentang Berita Acara Pemasangan Alat

Data Transaksi pada Wajib Pajak Geprek Mantul Bandongan, T-105

rita Acara Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi pada Wajib

rek Mantul Grabag, T-106 tentang Nota Dinas Surat Panggilan

a Pemílik Rumah Makan Geprek Mantul dan Hajj Chiken Grabag, T-1O7

tentang Undangan kepada Pemílik Rumah Makan Geprek Mantul perihal

Optimalisasi penggunaan alat perekam data transaksi, T-108 tentang Berita

Acara Optimalisasi Penggugaan Alat Perekam Data Transaksi Wajib Pajak, T-

109 tentang Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Optimalisasi Penggunaan Alat

Perekam Data Transaksiyang terpasang di Geprek Mantul, T-110 tentang Print

Out Rilis Berita tanggal 19 Januari 2022 pada BeritaMagelang.id "Pemkab

Magelang Beri Peringatan Warung Makan Tidak Taat Pajak", T-111 tentang

Print Out Rilis Berita tanggal 20 Februari 2O22 pada BeritaMagelang.id "Tidak

Taat Pajak RM Bakso Pak Granat Mungkid Ditutup", T-112 tentrang Print Out

Rilis Berita tanggal 22 Maret 2022 pada BeritaMagelang.id "RM Bakso Pak

Granat Mungkid Ditutup Permanen",T-113 tentang Print Out Rilis Berita tanggal

14 Juli 2022 pada BeritaMagelang.íd "Pemkab Magelang Siap Memfasilitasi

Gugatan Bakso Balungan PakGranat, T-114 tentang Print Out Postingan

lnstagram BorobudurNews tanggal 19 Januan 2022, T-115 tentang Print Out

Postingan lnstagram BorobudurNews tanggal 21 Februari 2022, T-116 tentang

Print Out Postingan lnstagram BorobudurNews tanggal 21 F ebruan 2022, T -1 17

tentang Print Out Postingan lnstagram BorobudurNews tanggal 5 Maret 2O22,

T-118 tentang Print Out Postingan lnstagram BorobudurNews tanggal 22 Maret

2022, T-119 tentang Print Out Postingan lnstagram BorobudurNews tanggal 22

Maret 2022, T-120 tentang Print Out PostÍngan lnstagram BorobudurNews

tanggal 23 Maret 2022, T-121 tentang Print Out Postingan lnstagram

BorobudurNews tanggal 28 Januari 2022, I-'122 tentang Print Out

BorobudurNews.eom "Klarifikasi Pak Granat Soal Pemasangan Papan Tidak

Tertib Pajak oleh Pemkab Magelang" tanggal 28 Januari 2022, T-123 tentang

Print Out Postingan lnstagram Magelang Ekspres tanggal 20 Januari 2022 dan

23 Maret 2022,1-124 tentang Print Out Postingan lnstagram Magelang News

tanggal 24 Maret 2022, T-125 tentang Print Out "Tentang Kami

BorobudurNews.com", T-126 tentang Print Out "Tentiang Kami

MagelangEkspres.com", T-127 tenkng Print Out "Tentang Kami

MagelangNew.coms", T-128 tentang Print Out "Tentang Kami
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.id, T-129 tenang Print Out "Tentang Kami Timlo.net, T-130

Dokumentasi Warung Bakso Balungan Pak Granat berlokasi di

Magelang, T-131 tentang Foto Dokumentasi Warung Bakso

Mie Ayam Ceker berlokasi di Blabak, Mungkid Magelang, T-132

Foto Dokumentasí warung Bakso Balungan pak Granat berrokasi di

Kaliangkrik, T-133 tentang Dokumentasi Warung Bakso Tetelan

dan Mie Ayam ceker berlokasi di Maduretno, Kaliangkrik Magelang, T-134

tentang Foto Dokumentasi warung Bakso Balungan pak Granat berlokasi di

salaman Magelang dan T-135 tentang Tanda Daftar usaha pariwisata Bidang

usaha Makanan dan Minuman "Bakso Balungan pak Granat',. serta saksi Drs.

supriyadÍ yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat warung usaha
Penggugat telah ditutup karena tidak membayar pa¡ak dan usaha penggugat

tidak berizin, saksi Fahnia Berliani sri rurodho yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Penggugat selalu menolak untuk dipasangi rapping Box

untuk keperluan pembayarcn pajak, saksi rriyogo siswo Rini yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menolak pemasangan Tapping Box

namun untuk beberapa warung makan lainnya telah tertíb pemasangan Tapping

Box, saksi M. sofyan Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi
pernah membaca berita penutupan warung bakso mifik penggugat di media

sosial lnstagram melalui portal Borobudur News, saksi Margono yang pada

pokoknya menerangkan bahwa warung bakso penggugat telah dilakukan
penutupan oleh saksi bersama anggota tim yang laikarena menolak memasang

Tapping Box, adapun pemberitaan di medsos saksi tidak mengetahui namun

saat dilakukan penutupan memang ada beberapa wartawan yang datang, serta

saksi Dolut ruge yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut

melakukan penutupan warung bakso Penggugat namun saat itu memang ada

wartawan yang datang melipun penutupan tersebut dan mewawancarai saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat terlebih dahufu mendalilkan

adanya suatu perbuatan melawan hukum maka berdasarkan yurisprudensi

Tetap Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1121KSipt1gz1 tanggal 15

April 1972 yang pada pokoknya menegaskan "kewajiban dari penggugat untuk

terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya', maka penggugat diberikan

kesempatan untuk membuktíkan tentang adanya perbuatan Tergugat dalam

menyebarluaskan penutupan usaha Penggugat dimedia sosial lnstagram telah

merusak nama baik Penggugat dimasyarakat dan warung-warung yang tidak

memasang tapping box masih tetap dibiarkan beroperasi sedangkan Tergugat
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dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka

diberikan kesempatan untuk membuktikan pember¡taan penutupan

dimedia sosial lnstagram merupakan bagian dari kebebasan

warung-warung yang beroperasi sudah dipasangi tapping box;

, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan

Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat

ktikan dalildalíl dalam gugatannya tersebut atau tidak:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmaatig Daad/Unlavvful).

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atau yang di dalam

bahasa Belanda disebut sebagai Anrechtmaatig Daad menurut Prof Wirjono

Prodjodikoro adalah "Perbuatan yang secara \angsung melanggar ketentuan-

ketentuan hukum (Hukum yang dimaksud sebatas Undang-undang, vide pasal

1365 BW dan melanggar kesusilaan, keagamaan dan sopan santun

(ekstensifikasi yang kedua berasal dari putusan Hoge Raad tahun 1919)" lebih

lanjut beliau menegaskan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum

tersebut haruslah menimbulkan "keguncangan dalam neraca keseimbangan

dalam masyarakat". Dari penjelasan diatas dapat kita derivasi bentuk-bentuk

perbuatan melawan hukum menjadi beberapa perbuatan sebagaiberikut:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain;

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden):

- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan (indruist tegen de

zorgvuldigheidl;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu

sendiri di dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan : Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan (Daad)

adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-

perorangan (Naturlijk Person) maupun perbuatan daripada badan-badan

hukum (Recht Person) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan

dalam arti pasif (aktif dalam pikiran) yang mana melekat suatu kewajiban

yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk iiu (tindakan tersebut

melanggar undang-undang yâng berlaku, melanggar hak-hak orang lain,

melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan

melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap
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itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul

perikatan atau causa daripada suatu perikatan;

: Dikatakan terdapat keselahan jika pada diri pelaku

kan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan

baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak

alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf;

3. Adanya kerugian atas perbuatan tersebut : Dikatakan terdapat suatu

kerugian (schaden) apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan

hukum tersebut menimbulkan kondísi atau keadaan berkurangnya atau

merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan

hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immateríil, baik

yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat

akan datang;

4. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) : Suatu perbuatan dikatakan

perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat

yang kaidah-kaidah rasional (logi{conditia síne qua non & empiris/adequate

verorzaaking) yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu

sendiri sebagai sebab {uitgangspunf) dan adanya kerugian sebagai akibat

(eindspunt) daripada perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur daripada perbuatan

melawan hukum tersebut bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan suatu

perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan

tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum

sebagaimana diuraikan di sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil posita ke-11 gugatan, Penggugat

mendalilkan perbuatan melawan hukum yang difakukan oleh Tergugugat adalah

menyebarluaskan penutupan warung bakso balungan milik Penggugat di akun

media sosial lnstagram. Adapun akibat dalam narasi pemberitaan tersebut

telah mengakibatkan turunnya harga diri Penggugat (vide posita ke-15 gugatan)

yang oleh karenanya di dalam posita ke-17 gugatan Penggugat menuntut ganti

rugí kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan dalildalil gugatan tersebut Majelis Hakirn berpendapat perbuatan

melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat adalah penghinaan (belediging).

Adapun penghinaan (belediging) tersebut mengacu pada ketentuan pasal 1372

ayat (1) BW yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
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diajukan untuk mempercleh penggantian kerugian (schaden) serta

penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan (eer) dan nama

naam)" maka bentuk perbuatan mefawan hukum yang didalilkan

telah dílakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melanggar

Undang-undang ;

Menimbang, bahwa adapun unsur penghinaan sebagaimana yang

dimaksud di dalam pasal 1372 BW tersebut memiliki unsur subjektif yaitu

peresean malu dan unsur objektif yaitu dikhalayak umum. Unsur subjektif

perasaan malu tersebut erat kaitannya dengan terserangnya kehormatan (eer)

dan nama baik (goede naam), adapun pengertian kehormatan itu sendiri

menurut Prof Mudzakir adalah "perasaan terhormat seseorang di mata

masyarakat, dimana seflap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai

anggota masyarakat yang terhormaf" sedangkan nama baik itu sendiri menurut

beliau adalah "penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau

kepribadian seseorang dari sudut moralnya"- Dari pengertian-pengertian

tersebut dapat dikonklusikan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi dalam

ketentuan pasal iní berkenaan dengan þersepsi positif" dari seseorang (baik

naturlijkpersoon ataupun rechtpersoon) didalam masyarakat. Dalam parameter

hukum positif, seseorang akan dianggap terjaga kehormatan dan nama baiknya

selama dirínya mematuhi larangan dan perintah Undang-undang (verbods en

gebodsnormen van het recht) sebagai konsekuensí yuridis dari konsensus

umum (socra/ contract), sedangkan yang dimaksud dengan dimuka umum

(openbaar) itu sendiri mengacu suatu tempat dimana setiap orang dapat

menyaksikan atau mengakses tindakan tersebut dengan jelas, dan seiring

dengan perkembangan zaman paradigma dimuka umum ini pun bergeser dari

yang bersifat fisik menjadi virtual, adapun salah satu bentuk dimuka umum

dalam artivirtualtersebut adalah media sosial. Media sosial itu send Viri adalah

platform digitalyang mana dengan itu setiap orang dapat melakukan aktifitas-

aktifitas virtual baik itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan saling berbagi

data. Salah satu bentuk aktifitas virtual di dalam dunia digital adalah "membuat

dapat diakses" (vide pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Nomor 19

tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang lnformasi dan Transaksi

Elektronik), adapun pengertian yuridis tentang membuat dapat diakses itu

sendiri di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang
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Undang-undang lnformasi dan Transaksi Elektronik "adalah semua

selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sisfem

yang menyebabkan lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen

dapat diketahui pihak lain atau publik". Sehingga demikian perbuatan-

penghinaan dimuka umum itu sendiri dapat dilaksanakan secara

ldi dalam ruang media soialyang salah satunya adalah Instagram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah telah terjadi publikasi secara masif dengan narasi

menyudutkan di media sosial instagram atas penutupan warung bakso

Penggugat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan

bukti P-1 tentang Tanda daftar Perusahaan Perorangan (PO) No 1130000045

yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu

Pintu Kabupaten Magelang tahun 24 januan 2017, P-2 tentang Tanda Daftar

Usaha Pariwisata Bidang usaha Makanan dan minuman Nomor 556Í41 I 4 I

KEP / 16 I 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun24januari 2017,P-3 tentang

Tanda Daftar lndustri No 530.3 I 01 I 16 I 2A17 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun 24

januari 2Q17 dan P4 tentang lzin Ganggungan (HO) atas nama Arif Budi

Sulistiyono yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Satu Pintu Kabupaten Magelang tahun 24 januari 2017 yang mana dikuatkan

dengan kesaksian dari Saksi Helmi Firmansyah, Saksi Hafidh Kumia Adi dan

Saksi M. Sofyan Ali diketahui bahwa Penggugat adalah pemilik warung bakso

balungan pak granat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-5 tentang Print out Gapture Akun

lnstagram Borobudur News dan komen, P-6 tentang Print out Capture Akun

lnstagram Borobudur News dan komen, P-7 tentang Prínt out Capture Akun

lnstagram Borobudur News dan komen, P4 tentang Print out Capture Akun

lnstagram Borobudur News dan komen dan P-9 tentang Print out Capture Akun

lnstagram Borobudur News dan komen yang merupakan fotokopidari hasilpnnf

ouf medía sosial lnstagram. Diketahui bahwa telah terjadi publikasi penutupan

warung bakso balungan pak granat mílik Penggugat yang memang di dalamnya

terdapat komentar-komentar yang salah satunya sepertí akun puspita.pus

Larisss pofl ga blm bayar pajak dan dianari7S2 Ahhh pajaknya tidak bayar

ternyata, dan bagi Penggugat komentar-komentar itu semua telah menyerang
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dan nama baik Penggugat. Adapun lebih lanjut setelah Majelis

bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakla-

bahwa portal berita Borobudur News bukanlah portal berita milik

Kabupaten Magelang melainkan milik PT Borobudur Media Group,

berita-berita tentang penutupan warung bakso balungan pak granat

gat di upload oleh Borobudur News (dapat diperhatikan pada posisi

ujung kanan bawah terdapat tulisan source : Borobudur News) di dafam akun

instagram "barobudumews" sendiri, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan-

keterangan Saksi Helmi Firmansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa

warung bakso milik Penggugat telah ditutup permanen oleh Tergugat dan

beritanya dipublikasikan di media sosial lnstagram melalui portal berita

Borobudur News dan Saksi Hafidh Kurnia Adi yang pada pokoknya

menerangkan bahwa Saksi pemah melihat video penutupan warung bakso milik

Penggugat di media sosial lnstagram melalui portal berita Borobudur News dan

Saksi M. Sofyan Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pemah

membaca beritra penutupan warung bakso milik Penggugat di media sosial

lnstagram melalui portal berita Borobudur News sehingga disini jelas bahwa

berita-berita tentang penutupan warung bakso balungan pak granat milik

Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat melainkan oleh borobudur news;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan P-10 tentang Print out

halaman media online "Berita Magelang" yang memuat pemberitaan penutupan

warung bakso milik Penggugat, justru diketahui bahwa portal berita ini adalah

portal berita resmi pemerintah kabupaten Magelang. Namun didalam konten

beritanya hanya memuat tentang peristiwa penutupan warung bakso balungan

milik Penggugat yang diikuti dengan statement Sekertaris BPPKAD Kabupaten

Magelang, Farnia Berliani yang menerangkan tentang izin usaha Penggugat

dan status wajib pajak Penggugat, namun tidak dítemukan adanya komentar-

komentas seperti pada portal berita borobudur news. Sehingga Majelis Hakim

memandang pemberitaan seperti ini merupakan kewajiban Tergugat selaku

badan publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan ínformasipublik

yang berada dibawah kewenangannya (vide pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Pubfík) sebagai bentuk

pelaksanaan prinsip-prinsip good govemance sebagaimana yang telah

díamanatkan Undang-undang. Sedangkan berdasarkan P-11 tentang Print out

halaman media online "Semarang News" yang memuat pemberitaan penutupan

warung bakso milik Penggugat, P-12 tentang Print out halaman media online
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Exspres" yang memuat pemberitaan penutupan warung bakso milik

P-13 tentang Print out halaman media online "Timlo Net" yang

pemberitaan penutupan warung bakso milik Penggugat diketahui

l-portal beríta tersebut juka bukan milik Tergugat. Sehingga dengan

menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya

melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil posita ke-12 gugatan,

Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugugat adalah membiarkan tetap beroperasiwarung-warung lain yang tidak

memasang tapping box. Adapun akibat pembiaran tersebut telah

mengakibatkan terciderainya rasa keadilan Penggugat (vide posita ke-15

gugatan) yang oleh karenanya di dalam posita ke-17 gugatan Penggugat

menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah). Berdasarkan dalildalil gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat

perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat adalah Perbuatan

yang bertentangan dengan kepatutan, perihal memperhatikan kepentingan

orang lain (rndruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschapelíjke

verkeer betaamt ten anzien van een anders persoons of goed). Adapun definisi

kepatutan dan kepantasan menurut Prof Mariam Darus adafah \ang dapat

dirasakan sebagai sopan, patut dan adì|. JadÍ rumus kewajaran dan kepatutan

meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan".

Selanjutnya Prof Wirjono Prodjodikoro memberikan paramter kepatutan adalah

"masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan

seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh

ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan

akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri", Di

dalam BW sendiri kepatutan diterima sebagai suatu asas fundamental di dalam

ketentuan pasal 1339 BW. Dari definisi dan parameter diatas dapat kita pahami

bahwa kepatutan tersebut sebagai titik kesetimbangan (dalam persamaan

diferensial disebut sebagai equilibríum point) antara dua titik oposis yang saling

menekan hingga mencapai titik yang nyaris sama kuat dengan dílandasi oleh

prinsip-prinsip rasional (logis dan empiris) Penggugat telah dilakukan oleh

Tergugat adalah perbuatan yang melanggar prinsíp-prinsip kepatutan

dimasyarakat;
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bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

bangkan apakah Tergugugat telah membiarkan tetap beroperasi

ng lain yang tidak memasang tapping box. Berdasarkan P-14

pembayaran pada resto "Bebek & ayam kampung Mas Budi"

yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-15

Struk pembayaran pada warung "Bakso Sapi Super 88" Mertoyudan,

yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-16 tentang Struk

pembayaran pada warung pepes "Gapeswati" di Salam yang tidak menerapkan

penggunaan Taping Box, P-17 tentang Struk pembayaran pada warung "Bakso

Kribo" yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-18 tentang Struk

pembayaran pada warung "Geprek Mantul", yang tidak menerapkan

penggunaan Taping Box, P-19 tentang Struk pembayaran pada warung "Tahu

Kupat Pelopof' Mertoyudan, yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box,

P-20 tentang Struk pembayaran pada warung "Bakso Enak Kutoarjo"

Mertoyudan, yang tidak menerapkan penggunaan Taping Box, P-21 tentang

Struk pembayaran pada warung "Bakso Pak Sholeh' Bandongan, yang tidak

menerapkan penggunaân Taping Box dan P-22lentang Struk pembayaran pada

warung "Nasi Goreng Pak Yatno Cang Depan Armada" Mertoyudan. Ðiketahui

bahwa kesemua bukti tersebut adalah nota-nota pembayaran atau lazim juga

disebut dengan kuitansi (kwitantie) yang bertujuan membuktian adanya suatu

pembayaran. Adapun sebagian dari kuitansi tersebut ditulis tangan dan

sebagian lagi tidak, maka berdasarkan ketentuan pasal 1B7B BW termasuk

dalam Akta Pengakuan Hutang sepihak dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Rl Nomor 4669 1(Pd11985 yang berbunyi "Kuitansi dianggap

sebagai Akta Bawah Tangan yang bersifat sepíhak yang tunduk pada ketentuan

pasal 1878 BW, oleh karena itu harus ditulis sendiri seluruhnya dengan tangan

orang yang menandatangani atau sekurang-kurangnya orang yang

menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya yang

menyebut dengan huruf jumlah atau besamya atau banyaknya barang yang

dibayaf'. Setelah Majelis Hakim mencermati temyata nota-nota tersebut tidak

mencantumkan tanda tangan dan sebagiannya ditulis dengan mesin hingga nilai

pembuktiannya menjadi bukti permulaan (begin van bewijs). Oleh karena bukti-

bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan maka ia tidak dapat berdiri sendiri

terlebíh membuktikan adanya adanya perbuatan Tergugugat telah membiarkan

tetap beroperasi warung-warung lain yang tidak memasang tapping box.

Disamping itu dari keterangan Saksi Helmi Firmansyah, Saksi Hafidh Kurnia Adi
Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Mkd



'.¡,

M. Soffan Ali kesemuanya tidak ada melihat dan mengetahui secara

warung-warung tersebut tidak menggunakan tapping box. Sehingga

demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat juga tidak dapat

n adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan

didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat

sebagaimana díuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain tersebut,

Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan

Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal lain dan sebagainya yang telah

diajukan dalam persidangan ini, akan tetapi tidak diuraikan dalam uraían

pertimbangan dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditofak, maka

Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl

No. 4669 tlPdUl 985dan peratu ran-peraturan laÍn yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

perkara sebesar

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2O22 oleh

Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri Mungkid Nomor 57lPdt.GlzOz2lPN Mkd tanggal 21 Juli 2022, putusan

tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2O22 diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim
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secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari

itu juga.

Hakím Anggota, Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

TERTAI{DA

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TT,RTAI{DA

Perincian biava
1. Materai .......
2. Redaksi ......
3. Proses ........
4. PNBP .........
5. Panggilan ...
6. Pendaftaran
7. Sita

Jumlah

Maftuchah, S.H

Rp.10.000,00;
Rp.10.000,00;
Rp.75.000,00;
Rp.10.000,00;

Rp.385.000,00;
Rp.30.000,00;

RpO,00;

: Rp520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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Catatan

Dicatat disini bahwa Putusan Perka¡a Nomor : 57 I Pdt.G I 2022 / PN Mkd arfiara ARIF BUDI

SULISTIYONO sebagai Penggugat melawan BUPATI MA.GELANG Cq. BPPKAD
ri: .'

KABUHAtETfvtAðUfAÑii Sebagai Tergugat, diberlk¡inþ/ä eahpeqP$tr¡san ini kepada RIFAI

RIWANDANA ANJAS, SH Sebagai Kuasa Tergugatt atas permirrt.aarr secara lisan tanggal

25 Nopember2A22 ;

.t I ., : i,: 
.r 

,l:. j i

Mungkid, 25 Nopember 2022

Panitera Negeri Mungkid,

: .,'i

- Materai salinan putusan

- Salinan putusan

Jumlah

a NIP

: Rp. 10.000,-

: Rp. 35.000,-

TNO , S.H.,M.H,
5 199403 r 001

Rp. 45.000,-

( empat puluh lima ribu rupiah )


